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ABSTRAK 

 

Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang 

Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah 

Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara 

 

ENI NURAINI 

NPM. 181803031 

 

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya 

berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana Pegawai 

Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak 

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi 

malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap Pegawai 

Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR, untuk mengkaji penegakan 

hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan 

TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan dan untuk mengkaji kendala-

kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana 

penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan.  
Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, sifat 

penelitian adalah deskriptif Analis, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan 

(menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan 

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 

tertulis, bahan-bahan hukum lainnya, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.  
Pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena 

melakukan TIPIKOR adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara Pasal 250 huruf b, Pasal 252, Pasal 266 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI 

BKN Medan adalah Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, serta menjalani 

pidana penjara sesuai keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai 

Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah adanya keengganan dari 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemecatan karena kasus korupsi yang menjerat 

ASN tersebut terjadi di luar kepemimpinan mereka.Adanya putusan yang sudah inkracht, tetapi 

tidak diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait.Alasan kemanusiaan atau merasa 

kasihan terhadap PNS tersebut.Bupati yang statusnya adalah Pelaksana Tugas, sehingga tidak 

bisa menetapkan Keputusan Pemberhentian PNS.Upaya penegakan hukum yang efektif terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja 

Kantor Regional VI BKN Medan adalah Badan Kepegawaian Negara bersama Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan instansi terkait. 
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ABSTRACT 

 

Civil Service Law Enforcement against Civil Servants Sentenced to Prison for 

Committing a Corruption Crime in the Work Area of Regional Office VI State 

Personnel Agency 

 

ENI NURAINI 

NPM. 181803031 

 

The corrupt behavior of the central and regional government bureaucratic 

officials certainly has an impact on the development process and services to the 

community, where Civil Servants as state servants and public servants should be 

the spearhead in realizing a government free from corruption, collusion and 

nepotism, but instead become a perpetrator of a criminal act of corruption as is 

often the case at this time.  
The purpose of this study was to examine the legal arrangements of Civil Servants 

who were sentenced to prison for committing TIPIKOR, to examine the law enforcement 

of civil servants against civil servants who were sentenced to prison for committing 

TIPIKOR in the working area of Regional Office VI BKN Medan and to examine the 

constraints and efforts effective law enforcement against Civil Servants who are sentenced 

to prison for committing TIPIKOR in the working area of Regional Office VI BKN Medan.  
This type of research is directed towards normative juridical legal research, the 

nature of the study is descriptive Analyst, which from this result can describe (describe) 

thoroughly and systematically about law enforcement against Civil Servants who commit 

Corruption Crimes using normative legal research, namely research aimed at only in 

written regulations, other legal materials, using qualitative data analysis.  
Legal arrangements for Civil Servants who were sentenced to prison for 

committing TIPIKOR are: Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law 

Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, Article 87 paragraph (4) letter 

b of Law Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus Article 250 letter b, 

Article 252, Article 266: Paragraph (1): Government Regulation Number 11 of 2017 

concerning Management of Civil Servants as amended by Government Regulation Number 

17 of 2020. Law enforcement of staffing against Civil Servants who were sentenced to 

prison for committing TIPIKOR in the working area of Regional Office VI of Medan BKN 

are Civil Servants dismissed with no respect, and serving a prison sentence according to a 

court decision that already has permanent legal force. The constraints faced in effective 

law enforcement efforts against Civil Servants who were sentenced to prison for 

committing TIPIKOR were: The reluctance of the PPK to dismiss because the corruption 

case that ensnared the ASN occurred outside their leadership. There are decisions that 

have inkracht, but are not accepted by the relevant PPK. Humanitarian reasons or feel 

sorry for the civil servants. The regent whose status is the Acting Task Officer, so that it 

cannot determine the Decision of Dismissal of Civil Servants. Effective law enforcement 

efforts against Civil Servants who are convicted of imprisonment for conducting TIPIKOR 

in the working area of Regional Office VI of BKN Medan are the National Civil Service 

Agency together with the Minister of Home Affairs, the Minister of Administrative Reform 

and related agencies. 
 

 

Keywords: Law Enforcement, Civil Servants, Corruption 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 
 

Indonesia adalah “Negara hukum” yang bertipe kesejahteraan,1  hal  ini sangat 

jelas dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia IV Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 33 dan Pasal 44 dengan tegas 

mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. 

Indonesia merupakan suatu negara hukum dalam penyelenggaraan perekonomian 

Negara dan kesejahteraan rakyat. Konsekuensi logisnya bahwa setiap tindakan, 

akibat yang dilakukan oleh semua pihak, siapapun orangnya ataupun statusnya 

harus didasarkan pada hukum dan diselesaikan juga menurut hukum yang berlaku. 

Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam  Undang- 

Undang Dasar 1945.
2
Negara Indonesia berdasar atas (rechsstaat), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Serta Pemerintah berdasar atas 

sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak 

terbatas). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa fungsi pemerintahan harus 

dilakukan berdasarkan instrument pemerintahan terutama terhadap instrument 

 

yuridis (peraturan perundang-undangan).
3
Untuk aturan hukumnya berupa 

peraturan perundang-undangan harus tertulis dan mengikat secara umum. 

Penegakan suatu aturan hukum sistem pemerintahan tidak terlepas dari peran serta 

 
 

1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2008, Penerbit Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 57-58. 
2
Ibid, hlm.1.  

3
 Tjandra, W.Raiawan, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, hlm.22. 
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abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

 
Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa 

 

“Pegawai  Negeri Sipil  adalah  warga  Negara  Republik  Indonesia  yang  telah 

 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh 
 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. 
 

Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

 

Aparatur Sipil Negara disebutkan 
 

“Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi 
syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 

jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan  
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut 

peraturan yang berlaku”. 
 

Fungsi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 

 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

 

1. Pelaksana kebijakan publik. 

 
2. Pelayan publik, dan 

 
3. Perekat dan pemersatu bangsa. 

 

Tugas  Pegawai  Negeri  Sipil  Tugas  menurut  Pasal  11  Undang-Undang 

 

Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

 

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan 
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3. Mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. 

 

Peran Pegawai Negeri Sipil Peran menurut Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan 

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang 

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsis, kolusi 

dan nepotisme. Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional, bukan saja berfungsi sebagai tenaga teknis ataupun tenaga operasional 

dalam bidang tugasnya akan tetapi memiliki peran sentral dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan, sekaligus pelayanan masyarakat.
4 

 

Tugas aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri 

Sipil dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalitas, netral dan 

bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana kepegawaian memiliki 

kedudukan dan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan.
5
Arti penting dari sarana kepegawaian tersebut menurut pendapat 

 

Utrecht
6
 dikaitkan dengan pengisian jabatan pemerintah, yang diisi oleh Pegawai 

Negeri Sipil. Artinya bahwa suatu jabatan pemerintah merupakan hak dan 

kewajiban dalam pemerintahan yang diduduki oleh pejabat. Untuk menumbuhkan 

sikap profesional Pegawai Negeri Sipil, sehingga diperlukan pelaksanaan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok 

 

 
4
Sutrisno, Eko 2014, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara, 

Penerbit Intimedia, Bandung, hlm. 1. 
5
Ibid., hlm.2. 

6
W.Raiawan Tjandra, Op Cit., hlm. 173. 
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Kepegawaian. Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan 

bagian dari penataan manajemen kepegawaian yang seragam melalui penetapan 

norma, standar dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen 

kepegawaian. Keseragaman tersebut, menjadikan Pegawai Negeri Sipil lebih 

profesional diseluruh Indonesia. 

 
Pelaksanaan norma, standar dan proses administrasi kepegawaian 

diperlukan pula perubahan terhadap Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan 

tantangan global sehingga perlu diganti. Peraturan-peraturan pelaksana 

kepegawaian secara menyeluruh dalam rangka negara kesatuan sehingga 

terciptanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara.Perlu diketahui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 

sebagai pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah.
7 

 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil merupakan bentuk hukum kepegawaian, yang dilaksanakan oleh pejabat 

administrasi kepegawaian. Pelaksanaan proses hukuman kepegawaian terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan 

tindak pidana kejahatan dapat terlihat perbedaannya. Kesalahan dalam penjatuhan 

hukuman kepegawaian, maka sebaiknya dipahami terlebih dahulu Peraturan 

Pemerintah yang mengatur tentang penjatuhan hukuman kepegawaian. 

  
7Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara sebagai penggantiUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494) 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lebih mengatur tentang hukuman disiplin berupa 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik setiap 

ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri yang tidak mentaati kewajiban dan 

atau melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil baik yang dilakukan 

didalam maupun di luar jam kerja. 

 
Contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada saat 

jam kerja yaitu pelanggaran disiplin saat melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Sedangkan pelanggaran disiplin pada saat jam diluar jam kerja oleh Pegawai 

Negeri Sipil berupa perbuatan tindak pidana umum. Pelanggaran tersebut 

diperkuat dengan penjelasan Pasal 6 “dengan tidak mengesampingkan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pelanggaran disiplin”. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

mengatur secara tegas mengenai perbuatan Pegawai Negeri Sipil melakukan 

tindak pidana umum. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

berupa tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan sesuai hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

 
Peraturan Pelaksana tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan tindak pidana korupsi akan diproses secara administrasi kepegawaian 

dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
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Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 250 huruf b, jenis hukuman 
 

pemberhentian sebagaimana dimaksud.
8 

 

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau 

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan  
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak 

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.  
Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan 

tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya maka Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah 

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Apabila tidak 

diberhentikan akan merugikan Negara, karena akan terus digaji meski tidak 

 

bekerja karena sudah dipidana penjara.
9
 Selain itu Pejabat Pembina Kepegawaian 

kerap mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dalam suatu jabatan 

sehingga menambah kerugian Negara yang sangat besar. 

 

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini 

tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap 

masyarakat, dimana Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah 

menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini. 

  
8Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil,Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kepegawaian PNS Manajemen 
Pencabutan (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.  

9
Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Badan 

Kepegawaian Negara Reg. VI Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib 
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Pegawai Negeri Sipil seharusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang 

baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas 

pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mematuhi 

kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil, serta janji/sumpah Pegawai Negeri 

Sipil pada saat diangkat menjadi CPNS maupun menduduki jabatan Negara. 

Banyaknya PNS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi 

tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk 

mencegah dan memberantas korupsi di segala bidang, sehingga terwujud 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (clean 

government).
10 

 

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, 

akan menjalani proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan 

dari pengadilan. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 

terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya 

untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri Sipil yang didakwa telah 

melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berkaitan dengan hal itu oleh 

pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus 

dikenakan pemberhentian sementara. Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang 

berwajib seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara ini 

ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan 

dipekerjakan kembali pada jabatan semula. Sesudah pemeriksaan Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan ternyata dinyatakan 

 
 

10
 Arfiani Haryanti. 2019, Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya 

Penanggulangannya, Alumni, Bandung. hlm. 2 
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bersalah,  maka  terhadap  Pegawai Negeri Sipil yang  dikenakan  pemberhentian 

 

sementara harus diambil tindakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 
 

Pegawai Negeri Sipil  lepas dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil
11

, 

 

maka Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak akan menerima gaji bulanan beserta 

 

tunjangan-tunjangannya  dan  tidak  akan  menerima  hak  atas  penerima  pensiun 

 

Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan akan 

 

diproses  Pemerintah  untuk  melaksanakan  sanksi  administrasi  kepegawaiannya 

 

yaitu pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  tidak dengan hormat. 

 

Kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur secara 

 

jelas pada Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  sebagai berikut: 

 

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi menetapkan 

pemberhentian terhadap Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk 

diangkat menjadi PNS di lingkungannya dan PNS yang yang menduduki 

JPT Pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF 

penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota 

menetapkan pemberhentian terhadap Calon PNS yang tidak memenuhi 
syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya dan PNS yang yang 
menduduki JPT Pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli 

pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.
12

 
 

Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan penuh terhadap 

 

pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  dilingkungannya  berdasarkan  Keputusan 

 

Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian yang mengangkat 

 

Pegawai Negeri Sipil maka proses pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri 

 

Sipil ditetapkan atas keputusan Bupati. Penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk  
 

11Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 9 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4263)  

12Pasal 291 dan 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, opcit,hlm. 251. 
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Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi, agar yang 

bersangkutan mempunyai sikap menyesal, berusaha tidak mengulangi dan 

memperbaiki diri dimasa yang akan datang. 

 
Pemerintah  Daerah  adalah  suatu  pemerintahan otonom  dalam  Negara 

 

Kesatuan Republik Indonesia.
13

Pada prinsipnya daerah mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah melakukan penyelenggaraan 

kegiatan otonomi daerah dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan, 

kepemimpinan yang didukung oleh kualitas yang dimilikinya. 

 

Kepala Daerah memiliki hubungan dalam berbagai eksistensi (kedudukan, 

tugas, tanggung jawab kegiatan, kekuasaan, dan perilaku) dengan otonomi daerah 

 

serta dipengaruhi oleh lingkungan strategis.
14

Kelancaran penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan 

aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pencapaian tujuan nasional 

demi mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, 

demokrasi, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil 

yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada 

 

masyarakat.
15

Berdasarkan landasan kesetiaan, ketaatan kepada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, Kepala Daerah memiliki kewajiban 

untuk tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa, harus melaksanakan tugas 

 
 
 

 
13Huda, Ni’matul 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan 

Problematika, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 20. 
14

Ibid, hlm. 14.  
15

 Sulistiyani, Ambar Teguh 2004, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber 
Daya Manusia, Ctk, Kedua, Penerbit Gaya Media, Jakarta, hlm. 5. 
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pemerintahan dan pembangunan, srta bersih bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

 
Prakteknya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran 

tindak pidana kejahatan seperti korupsi, sehingga perbuatan tersebut dapat 

menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara. Untuk menjamin pemeriksaan, 

maka Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana 

 

korupsi oleh pejabat yang berwajib dikenakan pemberhentian sementara.
16

Dimana 

pemberhentian sementara berlaku pada akhir bulan sejak Pegawai Negeri Sipil 

 

ditahan,
17

 sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Pada saat itu Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan 

penghasilan, melainkan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari 

penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diberhentikan 

 

sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18

Pegawai Negeri 

Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan seperti korupsi yang telah 

mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak 

diberhentikan dengan hormat dengan berbagai alasan. 

 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu mengungkap data 

mengenai jumlah koruptor yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Menurut BKN, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS. Data 

 
 
 

 
16

 Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kepegawaian PNS Manajemen 
Pencabutan (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037  

17
 Pasal 280 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil  
18

 Pasal 281 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil 
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tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat 

 

Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. 

 

Menurut Ridwan, BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang 

 

terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada 

 

instansi pusat dan daerah. Baca juga: Tjahjo: 2.357 Koruptor Masih PNS karena 

 

Surat  Edaran  Kemendagri  2012  Data ini terhitung sejak program Pendaftaran 

 

Ulang PNS (PUPNS) pada akhir 2015. Tingkat pusat Berdasarkan data BKN, 

 

Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor 

 

berstatus PNS terbanyak.Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub 

 

tercatat sebanyak 16 orang. Di posisi kedua, terdapat Kementerian Agama dengan 

14 orang. Selanjutnya, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang 

jumlahnya 9 orang. Berikut detailnya:
19 

 
1. Kementerian Perhubungan: 16 orang. 

2. Kementerian Agama: 14 orang. 

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang. 

4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang. 

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang. 

6. Kementerian Keuangan: 6 orang. 

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang. 

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang. 

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang. 

10. Kementerian Pertahanan: 3 orang. 

11. Kementerian Pertanian: 3 orang. 

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang. 

13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang.  
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 1 

orang.  
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang. 

16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang.  

 
19

Retia Katika, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/13/20472451/2357-koruptor-

berstatus-pns-ini-detail-berdasarkan-instansi-dan-daerah?page=all.Diakses Jumat 10 Juli 2020 
Pukul. 11.00 Wib 
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17. Kementerian Perindustrian: 1 orang. 

18. Mahkamah Agung RI: 5 orang. 

19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang. 

20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang. 

21. Badan Pusat Statistik: 1 orang. 

22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang. 

Total: 98 orang 

 

Tingkat  daerah  berdasarkan  data  BKN,  Provinsi  Sumatera  Utara 

 

menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 

 

298  orang.  Provinsi  Jawa  Barat  menempati  posisi  kedua,  dengan  jumlah  193 

 

orang.Sementara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi 

 

Barat menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 
 

orang. Berikut detailnya, yang dibuat tak berdasarkan peringkat:
20 

 

1. Provinsi  Aceh,  total:  89  orang.Pemerintahan  Provinsi:  13  orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang 

2. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang - Pemerintahan Provinsi: 33 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang 

3. Provinsi  Sumatera  Barat,  total:  84  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  12 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang 

4. Provinsi  Riau,  total:  190  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  10  orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang 

5. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang - Pemerintahan Provinsi: 4 orang 

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang 

6. Provinsi  Sumatera  Selatan,  total  13  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  2 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang 

7. Provinsi  Jambi,  total  44  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  15  orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang 

8. Provinsi  Bengkulu,  total  20  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  1  orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang 

9. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang - Pemerintahan Provinsi: 6 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0 orang 

10. Provinsi Lampung, total 97 orang - Pemerintahan Provinsi: 26 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang 

11. Provinsi  Kalimantan  Barat,  total  47  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  4 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang 

12. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang - Pemerintahan Provinsi: 5 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang  
 

 
20

Ibid 
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13. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang - Pemerintahan Provinsi: 10 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang 

14. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang - Pemerintahan Provinsi: 12 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang 

15. Provinsi  Kalimantan  Utara,  total  10  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  0 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang 

16. Provinsi  Banten,  total  70  -  Pemerintahan  Provinsi:  17  orang   - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang 

17. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang - Pemerintahan Provinsi: 52 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0 

18. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang - Pemerintahan Provinsi: 24 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang 

19. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang - Pemerintahan Provinsi: 1 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang 

20. Provinsi  DI  Yogyakarta,  total  3  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  0  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang 

21. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang - Pemerintahan Provinsi: 3 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang 

22. Provinsi  Bali,  total  37  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  5  orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang 

23. Provinsi  NTB,  total  72  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  7  orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang 

24. Provinsi  NTT,  total  183  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  5  orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang 

25. Provinsi  Sulawesi  Selatan,  total:  30  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  1 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 

26. Provinsi  Sulawesi  Barat,  total  3  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  0  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang 

27. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang - Pemerintahan Provinsi: 0 - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang 

28. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang - Pemerintahan Provinsi: 12 

orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44 

29. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang - Pemerintahan Provinsi: 8 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang 

30. Provinsi Gorontalo, total 42 orang  - Pemerintahan Provinsi: 6 orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang 

31. Provinsi Maluku, total 9 orang - Pemerintahan Provinsi: 0 - Pemerintahan 

Kabupaten/Kota: 9 orang 

32. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang - Pemerintahan Provinsi: 20 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45 

33. Provinsi Papua Barat, total 59 orang - Pemerintahan Provinsi: 18 orang - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41 

34. Provinsi  Papua,  total  146  orang  -  Pemerintahan  Provinsi:  10  orang  - 

Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang Total: 2.259 orang. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



14 
 
 
 
 

 

Badan Kepegawaian Negara mempunyai kewenangan mengawasi dan 

mengendalikan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen 

 

ASN.
21

 Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN ditentukan bahwa Kantor 

Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi 

BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil 

Negara berupa pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya, yang kewenangannya 

masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kantor Regional VI BKN Medan merupakan salah satu Kantor Regional yang ada 

di Indonesia yang memiliki wilayah kerja 1 (satu) Provinsi yakni Provinsi 

Sumatera Utara dan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota. 

 
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting untuk dilaksanakan untuk 

mengetahui penegakan hukum terhadap PNS yang dipidana penjara karena 

melakukan TIPIKOR di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN Medan. 

 

B.  Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di 

atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, 

maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

 
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR? 

 
 
 
 
 

 
21

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil 
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2. Bagaimana penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di wilayah kerja 

Kantor Regional VI BKN Medan? 

 
3. Bagaimana kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan 

TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini 

adalah sebagai berikut : 

 
1. Untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR. 

 
2. Untuk mengkaji penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja 

Kantor Regional VI BKN Medan. 

 
3. Untuk mengkaji kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang 

efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena 

melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, 

terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 
1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang sedang di teliti dan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum 

khususnya mengenai penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR. 

 
2. Manfaat Praktisi 

 

Sebagai informasi pada Pegawai Negeri Sipil tentang penegakan hukum 

terhadap tindak pidana korupsi.Penelitian ini diharapkan mampu memberi 

masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan 

penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara 

karena melakukan TIPIKOR. 

 

E.  Keaslian Penelitian 

 

Beberapa penelitian yang terkait dengan Judul Penegakan Hukum 

Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Dipidana Penjara Karena 

Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan 

Kepegawaian Negara, namun permasalahan dan kajiannya berbeda, antara lain : 

 
1. Saiful Anwar dengan judul Penegakan Peraturan Mengenai Tindak Pidana 

Pegawai Negeri Sipil Sebagai Upaya Pemerintahan Pemerintahan Yang Baik 

di Provinsi DKI Jakarta. Pemasalahan yang dibahas: 

 
a. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan peraturan terhadap terjadinya 

tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI 

Jakarta 
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b. Bagaimana kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan peraturan 

mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri 

Sipil di Provinsi DKI Jakarta. 

 
2. Seriawati Zamasi, (NPM. 181803026) dengan judul Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Pasca Sarjana Universitas Medan 

Area, Permasalahan yang dibahas: 

 
a. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri 

Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi? 

 
b. Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi 

Sumatera Utara? 

 
c. Apa Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi 

Sumatera Utara Melakukan Tindak Pidana Korupsi? 

 
3. Andi Nova Bukit, Analisis Hukum Penerimaan Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Studi Penerimaan PNS Di Pemko Medan). Permasalahan yang 

dibahas adalah: 

 
a. Bagaimana prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko 

Medan? 

 
b. Apakah prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko 

Medan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas? 
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c. Bagaimana penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam menciptakan good 

governance di Pemko Medan? 

Berdasarkan pemaparan di atas judul “Penegakan Hukum Kepegawaian 

Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak 

Pidana Korupsi Di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian 

Negara” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

F. Kerangka Teori dan Konsep 

 

1. Kerangka Teori 

 
Kerangka Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat 

 

jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya 
 

yang tertinggi
22

.Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau 

butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang 

menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak 

 

disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini
23

. 

 

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum 

sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang 

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah 

hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

 
 
 

22Sadjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254. 
23M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 80. 
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mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
 

menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
24

 

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap 
 

penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” 

nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada 

ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam 

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang 

mengganggu kedamaian pergaulan hidup.
25 

 

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk 

menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan 

hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip 

penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh 

perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. 

 
Ada  beberapa  faktor yang  mempengaruhi kinerja  penegakan hukum 

 

yaitu:
26 

 

1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri. 
 

2) Sistem perundangan yang belum memadai. 

 
3) Faktor sumber daya alam (SDM). 

 
4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana 

 
a. Kepentingan pribadi. 

 
b. Kepentingan golongan.  

 

 

24
Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 5 
25

Ibid hlm. 6 
26

Ibid hlm. 8 
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c. Kepentingan politik kenegaraan 

 

5) Corspgeits dalam institusi. 

 

6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum. 

 

7) Faktor budaya. 

 

8) Faktor agama. 
 

9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan 

memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum. 

10) Kemauan politik pemerintah. 

 

11) Faktor kepemimpinan. 

 

12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (organize crime). 
 

13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”. 
 

14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan. 

 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah 

demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada 

kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan 

keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai 

kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut 

 

malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.
27

Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut 

 
 
 
 
 

 
27

Ibid hlm. 10 
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mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi 

faktor tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:
28 

 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

 

2. Faktor penegak hukum. 

 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan. 

 
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup. 

 
Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah 

 

untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan 

upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil 

akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan 

keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat 

karena mengatur perilaku. 

 
2. Kerangka Konsep 

 

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi 

merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta, 

 
 
 
 
 

 
28

Ibid hlm. 17 
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sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.
29

 

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Pengertian Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
30 

 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal
31

. 

 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

  
29

Soerjono Soekanto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 132  
30

 Dellyana, Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta,hlm. 32. 
31

Ibid, hlm. 33 
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oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. 

 
Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam 

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan 

aturan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum 

berjalan sebagaimana seharusnya. 

 
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, 

yaitu dari segi hukumnya.Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai 

keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.Tetapi, dalam arti sempit, penegakan 

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 

 
Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan 

untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti 

materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik 

oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan 

hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk 

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 
32 

 
 
 
 
 

 

32
Jimly Asshiddiqie, 2009, Penegakan hukum.Rineka Cipta. Jakarta, hlm.19 
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b. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti orang 

yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri 

berarti negara atau pemerintah.Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja 

pada pemerintah atau negara.
33 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 ayat 3 adalah sebagai 

berikut “Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. 
 

c. Pengertian Pidana Penjara 

 

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam 

sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 

KUHPidana yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang 

meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, dan pidana tambahan, 

yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu 

dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut 

Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHPidana terdiri dari pidana penjara seumur hidup, 

dan pidana penjara selama waktu tertentu. 

 
 
 

 
33

W.J.S. Poerwadarminta, 2014, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Lembaga Penyelidikan 

Bahasa dan Kebudayaan, Jakarta. hlm.514. 
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Pidana Penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling 

sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. 

Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak 

pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham 

individualism dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin 

 
memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana 

 

badan yang dipandang kejam
34

. 

 

Pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut: 

 

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 
tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan 
orang itu untuk mentaati semua peraturan tata teertib yang berlaku didalam 
lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 

bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.
35 

 

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana 

 

utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan.Pidana penjara dapat dijatuhkan 
 

untuk seumur hidup atau sementara waktu.
36 

 

d. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
 

Menurut TB. Irman S, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat 

 

dipidana atau dihukum, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang 

 

sengaja dibebankan kepada orang  yang melakukan perbuatan  yang memenuhi 
 

perbuatan syarat-syarat tertentu.
37 

 
 
 
 

 
34

 Barda Nawawi Arief, 2016, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit 
UNDIP, Semarang, hlm. 42.

  

35
P.A.F.Lamintang, 2014, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, hlm.69. 

36
 Roeslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 62. 

37
TB.Irman S, 2006, Hukum pembuktian pencucian uang (Money Loundring).MQS  

Publishing dan Ayyccs group.Bandung, hlm. 37 
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Irman menyebutkan bahwa di dalam rumusan tindak pidana (delik) 

terdapat perbedaan, yaitu rumusan yang menyebutkan perbuatan manusia (delik 

formal) dan rumusan yang menyebutkan akibat perbuatan manusia (delik materil). 

 
1) Rumusan delik formal, menekankan pada perbuatannya, terlepas dari 

akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan 

dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. 

 
2) Rumusan delik materil yang dilarang dan dapat dipidana adalah 

menimbulkan akibat perbuatan tertentunya. 

 
Rumusan  delik  materil  berbicara  tentang  akibat,  pada  rumusan  delik 

 

formal suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, 
 

tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.
38

 

Beberapa ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang 

mereka buat tentang tindak pidana, diantaranya: 

 

1) J.E. Jonkers dalam Adam Chazawi merumuskan peristiwa piana ialah 

perbuatan melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.
39

 

 
2) Wirjono Prodjodikro dalam Adam Chazawi menyatakan bahwa tindak 

pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya apat dikenakan 

hukuman pidana
40

 

 
 
 
 

 
38

 J.E Sahetapi. 2015, Hukum Pidana. Liberty. Yogyakarta. hlm 31 
 

39
Adami Chazawi. 2012, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidananaan dan 

batas berlakunya hukum pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 74 
40

Ibid. hlm 74 
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3) H.J van Schavendijk Adam Chazawi merumuskan perbuatan yang boleh 

dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan 

keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal 

dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipermasalahkan.
41

 

 
4) Simons dalam Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa suatu 

tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh 

seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang 

dinyatakan sebagai dapat dihukum.
42

 

 
5) Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut, lebih lanjut menyatakan perbuatan 

 
pidanan adalah perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang 

merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan pergaulan dalam 

masyarakat.
43 

 

Perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan criminal act, jadi berbeda 

dengan strafbaar feit, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Suatu 

perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) belumlah cukup untuk menajtuhkan 

pidana. Disamping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas 

perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab 

(Strafbaarheid van de dader). Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan 

 
 
 
 

 
41

Ibid. hlm 75 
42

Martiman Prodjohamidjojo. 2016, Memahami dasar-dasar hukum pidanan Indonesia. 
Pradnya Paramita. Jakarta. hlm 15  

43Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum pidana. Rineka Cipta. Jakarta.hlm 154 
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(dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun 
 

melakukan  perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.
44 

 

e. Pengertian Korupsi 

 

Korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi 

kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi 

sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad 

pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para 

jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya 

sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan 

praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah 

besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, 

India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.
45 

 

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio".Selanjutnva disebutkan bahwa 

Corruptio atau corruppere. Inggris "corruption", "corrupf": Perancis ,corruptiondan Belanda 

Corruptie yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan. 

Ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral kesucian.
46 

 

Secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan semula 

baik sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada 

fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaanya dan wewenang 

jabatan, menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud.
47 

 
 
 
 

44
Ibid. hlm 155 

45
 Ridwan Nasir, 2005, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, Kencana, 

Jakarta,hlm. 277  
46

 Djoko Prakoso, 2006,Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi 
Bina Aksara. Jakarta, hlm. 8 

47
Ibid. hlm 9 
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Korupsi  secara  sederhana  dapat  didefinisikan sebagai  penyalahgunaan 

 

jabatan praktek untuk kepentingan personal atau untuk kepentingan individual 

 

atau kelompok, orang korupsi terjadi ketika seorang pegawai publik menerima, 

 

memohon atau memeras suatu bayaran atau agen-agen swasta menawarkan suatu 

 

bayaran  untuk  mengalahkan  hukum  bagi  keuntungan  kompetitif  dan  personal 
 

mereka.
48 

 

Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 

 

dijelaskan: 

 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.  
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

 
Korupsi  berarti  busuk,  buruk,  bejat  dan  dapat  disogok,  suka  disuap, 

 

pokoknya merupakan perbuatan yang buruk.Perbuatan korupsi dalam istilah 

 

kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar Crime. Dalam 

 

praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak 

 

pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara 

 

langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian. 

 

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk 

 

kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam 

 

rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling  
 

 
48

Muhammad Daud. 2014, Bunga Rampai hukum pidana dan kriminologi. Medan. Pustaka 
Bangsa Press.Hlm. 149 
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mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada 

penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 

 
Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, 

dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga 

lainnya.Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam 

mencegah dan memberantas korupsi. 

 
f. Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen dalam mengemban 

amanat untuk menyelenggarakan manajemen kepegawaian melalui Visi BKN 

yaitu menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang 

profesional dan bermartabat Tahun 2025, dengan menjalankan misi sebagai 

berikut: 

 
1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian. 

 

2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan 

pengendalian kepegawaian sistem pelayanan kepegawaian. 

 
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-

undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai. 

 
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen 

Kepegawaian. 

 
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN. 

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN ditentukan bahwa Kantor 
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Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi 

BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil 

Negara berupa pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya, yang kewenangannya 

masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan.
49 

 

Kantor Regional VI BKN Medan memiliki wilayah kerja 1 (satu) Provinsi 

yakni Provinsi Sumatera Utara dan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, yakni 

Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota 

Tanjung Balai, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli, 

Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, 

Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Deli 

Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten 

Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 

Kabupaten Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten 

Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten 

Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, 

Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, 

Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49
 Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI BKN,Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1834 
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G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 
 

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif
50

 

atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi 

dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder 

yang ada di perpustakaan.Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan 

dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. 

 
Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada: 

 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum. 

 

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. 

 

d. Penelitian terhadap sejarah hukum. 

 

e. Penelitian trehadap perbandingan hukum. 

 

Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum  bersifat  yuridis 

 

normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas 

hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan 

hukum,
51

 serta hukum yang akan datang (futuristik).
52

Disamping penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50

Soejono Soekanto, Op Cit, hlm 8 
51

Bambang Sunggono, 2011, Metdologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.50-51  

52
C.F.G Sunaryati Hartono, 2014, PenelitianHukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20, 

Alumni, Bandung, hlm.144 
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hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang 
 

dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.
53 

 

Penelitian hukum normatif terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap 

kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau 

bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum 

primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. 

 
Penelitian terhadap sistematika hukum adalah khusus tehadap bahan-bahan 

hukum primer dan sekunder.Kerangka acuan yang dipergunakan adalah 

pengertian dasar dalam sistem hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal 

dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana 

perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian 

horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang 

sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya 

merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan 

seterusnya.Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah 

hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap 

perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya mejadi sejarah 

perundang-undangan. Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah 

tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa 

yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru 

 
 
 
 
 
 

 
53

Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, Penulisan Hukum Normatif. Rajawali. Pers, 
Jakarta. hlm.15 
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dibidang  hukum,  atau  untuk  menyusun  suatu  rencana  pembangunan  hukum, 
 

selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner
54

. 

 

Sifat penelitian adalah deskriptif Analis, yang dari hasil ini dapat 

mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai 

penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana 

Korupsi dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya. 

 
2. Metode Pendekatan 

 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 
 

pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.
55 

 

a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

ditangani. 

 
b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
56 

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-

undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Badan 

Kepegawaian Daerah dan Kantor Regional VI BKN Medan. 

 
 
 
 
 
 

 
54

Ibid, hlm 146 
55

 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm. 133 

56
Ibidhlm. 134 
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3. Lokasi Penelitian 

 

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di 

Kantor Regional VI BKN Medan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat 

penelitian karena Kantor Regional VI BKN Medan merupakan Instansi yang 

mempunyai tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan penyelenggaraan 

manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya. 

 
Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Pemerintah Kabupaten Asahan juga 

dijadikan tempat penelitian mewakili Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor 

Regional VI BKN Medan sedangkan Pemerintah Daerah lain di Wilayah Kerja 

Kantor Regional VI BKN Medan melaporkan penetapan Keputusan 

Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya kepada Kepala 

Kantor Regional VI BKN Medan dalam rangka peremajaan data dalam Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. 

 
4. Data dan Sumber Data 

 

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui 

penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian 

tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

 
a. Bahan  hukum  primer,  bersumber  dari  bahan  hukum  yang  diperoleh 

langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan 

 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis
57

, Bahan 

hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
 

 
57Soejono Soekanto, 1989, Op Cithlm.8 
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2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme; 

3) Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
4) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi;  
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi;  
6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara;  
7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan;  
8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil;  
9) Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Regional BKN. 

 

b. Bahan hukum sekunder, merupkan bahan hukum yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta 

memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari: 

 
1) Buku literatur. 

 

2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3) Makalah laporan penelitian. 

 

4) Artikel media massa. 

 

5) Internet 

 

c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

berupa kamus umum, kamu hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal 

hukum, koran ilmiah. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 

 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research): yaitu dengan mengumpulkan 

dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-

pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan hukum. 

 
b. Dokumentasi sebuah acara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-

dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-

sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-

undang dan sebagainya. 

 
c. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 

Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan Kepala Kepala Kantor 

Regional VI BKN Medan, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi 

Kepegawaian Kantor Regional VI BKN Medan, Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pejabat Administrator yang membidangi 

pembinaan dan disiplin di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah. 

 

6. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode 

deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan 
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penggunaan  angka-angka  hanya  sebatas  angka  presentase  sehingga  diperoleh 
 

gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.
58 

 

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan 

mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang 

diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data 

 

terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis.
59

Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan 

data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang 

digunakan sesuai tahapan yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data 

dan sajian serta kesimpulan.
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58

Ibid, hlm. 123 
59

Lexy J.Moelong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 
hlm. 109 

60
Ibid, hlm. 110 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



39 
 
 
 
 

 

BAB II 

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI 

SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA 

MELAKUKAN TIPIKOR 
 
 

A.  Ketentuan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang 

 

Aparatur Sipil Negara 

 

Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh 

pejabat yang berewenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 

diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan 

perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
61 

 

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

 
Kranenburg berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang 

ditunjuk, jadi pengertian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk terhadap 

mereka yang memangku jabatan sebagai anggota parlemen, Presiden, 

dansebagainya. Logeman juga berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah 

tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.
62 

 
 
 
 
 
 
 

 
61

Muchsan, 2012, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta.hlm. 12 
62

Sri Hartini dan Dedi Sudrajat, 2018, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Edisi Kedua, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33 
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Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua 

yaitu: 

 
1. Pegawai Negeri Sipil; dan 

 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak menyebutkan 

 

apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah 

pegawai negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas, PNS merupakan bagian dari 

pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. 

 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) Pegawai 

Negeri dibagi menjadi: 

 
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat. 

 

Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada 

Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekertariat 

Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, 

Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan 

tugas Negara lainnya. 

 
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

 

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau 

 

dipekerjakan  diluar  instansi  induknya.Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  dan 

 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, 

 

gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. 

 

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

 

Aparatur Sipil Negara, telah dijelaskan mengenai status Pegawai Aparatur Sipil 

 

Negara, yaitu: 

 

(1) Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai 
pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor 

induk pegawai secara nasional.  
(2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN 

yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan 
ketentuan Undang Undang. 

 

Mengenai  Kedudukan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  Memang  harus 

 

diakui  bahwa  sepanjang  sejarah,  kedudukan  dan  peran  Pegawai  Negeri  Sipil 

 

sangat penting, karena Pegawai Negeri adalah salah satu pelaksana pemerintahan 

 

untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai 
 

tujuan nasional.Mengenai masalah kedudukan Pegawai.
63 

 

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 

 

Tahun 2014, yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk 

 

memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

 

Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa 

 

pemerintah  tidak  hanya  menjalankan  fungsi  umum  pemerintahan,  tetapi  juga  
 

 
63

Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018, Membangun Kepuasan dan Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil, Rajawali Pers, Jakarta. hlm.42 
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harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah 

bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu 

menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat 

banyak. 

 
Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai 

negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan 

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara.Kelancaran pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada 

kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga 

kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara). 

 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: 

 

1. Jabatan Administrasi sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan; 

 
2. Jabatan Fungsional sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 

dan keterampilan tertentu; dan 

 
3. Jabatan Pimpinan Tinggi sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

 
Salah satu jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi yang dijabat oleh Bapak Syaiful Fahri, 

SP, M.Si, yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil selama 24 (dua puluh empat) 
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tahun 7 (tujuh) bulan.
64

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 

 

Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan 

 

Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
 

mempunyai fungsi :
65 

 

1. Penyusun kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan 
sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;  

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai 
negeri sipil;  

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksananaan tugas dukungan teknis 

di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan 

fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; dan  
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Seseorang yang telah melewati masa hukuman penjara dan bebas demi 

 

hukum atas kasus korupsi, berarti sudah bebas dari ikatan hukuman atau sanksi. 

 

Semisal dalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap, A dipidana 1 (satu) 

 

tahun penjara. A demi hukum wajib menjalani sanksi atas putusan tersebut yaitu 1 

 

(satu) tahun penjara.Setelah menjalani hukuman tersebut, berarti dia sudah tidak 

 

terikat untuk menjalani sanksi lagi. 

 

Pasal  87  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil 

 

Negara menyebutkan: 

 

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Atas permintaan sendiri; 

c. Mencapai batas usia pensiun;  
 

 
64

Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib 
65

 ibid
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d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 
mengakibatkan pensiun dini; atau  

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 
menjalankan tugas dan kewajiban.  

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena 

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan 

tidak berencana.  
(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena 

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.  
(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:  

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

hubungannya dengan jabatan;  
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau  
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang 

dilakukan dengan berencana. 

 

Pasal 88 

(1) PNS diberhentikan sementara, apabila: 

a. Diangkat menjadi pejabat negara;  
b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; 

atau  
c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.  

(2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

 

Pemberhentian seorang PNS berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai 

 

keputusan  Pengadilan  atas  perkaranya  mendapat  kekuatan  hukum  tetap.  Jika 

 

dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Disiplin PNS, terhadap PNS yang 

 

dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan harus diberhentikan, 
 

didalam tingkatan hukuman disiplin ini termasuk dalam hukuman disiplin berat.
66 

 
 

 
66

Wirza Fahmi, 2017, Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak 

Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. Law Jurnal, Fakultas Hukum 
Universitas Syiah Kuala, hlm. 249 
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Menurut Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional VI 

 

Badan Kepegawaian Negara Medan aturan-aturan tentang Pegawai Negeri Sipil 

 

dan Badan Kepegawaian Negara diatur dalam: 

 

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian 

Negara;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah 

diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional.
67

 
 

B. Ketentuan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Korupsi  di  Indonesia  merupakan  suatu  fenomena  yang  sangat  serius, 

 

korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah 

menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu 

pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus 

dilakukan melalui upaya luar biasa.
68 

 

Korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas 

tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai 

universal phenomena yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang 

meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang 

 

 
67

Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional 
VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib 

68
 Ruslan Renggong. 2017. Hukum Pidana Khusus. Media Kencana.Jakarta, hlm. 9 
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lalu.Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu 

seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi 

warga masyarakat pada umumnya.
69 

 

Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan 

“apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh 

seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian 

istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”. Sementara H. A. Brasz 

mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang 

korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam 

kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan 

itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan 

kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan 

kekuasaan itu dengan sah”.70 

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat 

adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 

berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Artinya tindak 

pidana yang dirumuskan semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau 

penyelenggara Negara.
71 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, diatur pada : 

  
69

Ibid hlm. 10 
70

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997, Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3, LP3ES, 
Jakarta, hlm. 4  

71
Adami Chazawi, 2018, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, 

Depok, hlm. 18 
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Pasal 2  
1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.  
Pasal 3  
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun 

dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Pasal 5  
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:  
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau  
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.  
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 

atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 6  
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:  
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili; atau  

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 
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mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.  

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 7  
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 

(tiga ratus lima puluh juta rupiah):  
a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau 

penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 

bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan 

perang;  
b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 

bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a;  
c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 

negara dalam keadaan perang; atau  
d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c.  
(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan  
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan 

curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 8  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus 

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang 

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut 

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan 

perbuatan tersebut. 
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Pasal 9  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 

sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 

administrasi. 

 

Pasal 10  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 

sengaja:  
a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan 

atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 

jabatannya; atau  
b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; 

atau  
c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 

 

Pasal 11  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

 

Pasal 12  
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):  
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
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b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;  
c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;  
d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang 

akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili;  
e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;  
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, 

seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas 

umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal 

tersebut bukan merupakan utang;  
g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-
olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal 

tersebut bukan merupakan utang;  
h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, 

seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah 

merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan 

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau  
i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak 

langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau 

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.” 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang 

 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi unsur-unsur 

 

tindak pidana korupsi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

 

a. Pasal 2 ayat (1): 

1) Setiap Orang. 
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2) Melawan Hukum 

3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.  
5) Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 

4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

b. Pasal 2 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan.” 
c. Pasal 3 

1) Setiap Orang. 

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  
3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan.  
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.  
5) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 
d. Pasal 4: Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak 

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud 

Pasal 2 dan Pasal 3.
72

 

 

Menurut  Brasz  terdapat  dua  unsur  didalamnya,  yaitu  penyalahgunaan 

 

kekuasaan yang  melampaui batas kewajaran hukum oleh para  pejabat atau 

 

aparatur Negara dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas 
 

kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.
73 

 

Menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai berikut: 

 

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada 

kewenangan yang ada. 

 
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah 

memiliki kewenangan. 

 
 
 

 
72

 Ruslan Renggong, Op Cit. hlm.66 

73
Mochtar Lubis dan James C. Scott Op Cit hlm. 7 
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3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk 

mencapai tujuan tertentu.
74

 

 

C.  Ketentuan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

 

Tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil 

 

Pihak pemerintah mempunyai tugas-tugas terhadap masyarakat dengan 

melaksanakan suatu kebijakan lingkungan dalam bentuk wewenang, yaitu 

kekuasaan yuridis akan orang pribadi, badan hukum dan memberikannya kepada 

pegawai negeri bawahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dan 

mereka pegang menurut hukum.
75 

 
Aturan hukum tentang Pegawai Negeri Sipil diatur  dalam Undang- 

 

Undang Nomor 5 Tahun 2014. Melengkapi peraturan tersebut maka dibentuklah 

 

Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil yang terkait tindak pidana 

 

korupsi yang dilakukan. 

 

Pasal 247 Peraturan

 Pemerintah Nomor

 11 Tahun 2017
 tentang 

 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

 

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena 

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. 

 

Pasal 248  
(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan 
sebagai PNS apabila:  
a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; 

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;  
 

74
OC Kaligis, 2010, Korupsi Bibit & Chandra, Penerbit Indonesia Against Injustice, 

Jakarta, hlm. 428 ----------------------------------------------------- 
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c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan 

d. Tersedia lowongan Jabatan.  
(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan 

sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. 

 

Pasal 249  
(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, 

selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus 

sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan 

kembali sebagai PNS.  
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diaktilkan kembali sebagai PNS 

apabila tersedia lowongan Jabatan.  
(3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat  

(2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat.  

(4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat. 

 

Pasal 250 

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:  
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 
hubungannya dengan Jabatan;  

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau  
d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana 

yang dilakukan dengan berencana. 

 

Pasal 251  
PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai PNS. 
 

 

Pasal 252  
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan 

Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas 
perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



54 
 
 
 
 

 

Pasal 253  
(1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila 

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.  
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai disiplin PNS. 

 

Aturan tentang tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana 

 

korupsi/ Penyelewengan diatur pada: 

 

Pasal 266  
(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang 

melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:  
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, 

dan JF ahli utama; atau  
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain 

JF ahli utama.  
(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat 

atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian 

diterima. 

 

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

 

Pegawai Negeri Sipil, ada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

 

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  dan  Kepala  Badan 

 

Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil 

 

yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan (SKB) menjadi 

 

dasar  bagi  pemecatan  yang  dilakukan  terhadap  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil 

 

(PNS). 

 

Penerapan SKB telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang- 

 

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Putusan 

 

Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang mengatur bahwa: 
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PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:  
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya 
dengan jabatan;  

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau  
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan 

berencana. 

 
Seiring terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU- 

 

XVI/2018 yang meneguhkan norma pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

 

yang terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, seperti korupsi, 

 

tidak ada alasan lagi bagi kepala daerah untuk tidak segera memberhentikan 

Pegawai Negeri Sipil yang berstatus terpidana korupsi, karena merugikan 

masyarakat dan juga Negara. 

 
Institusi pengawasan pemerintah yang ada saat ini seperti Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Inspektorat Kementerian, unit-unit pengawasan lembaga non 

kementerian dan inspektorat daerah belum menunjukkan komitmen yang kuat 

 
dalam mengatasi berbagai persoalan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara 

 

(ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain masih adanya laporan 

 

hasil pemeriksaan (LHP) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

 

dalam pengelolaan keuangan negara, rendahnya pelayanan publik, penyimpangan 

 

dan penyalahgunaan wewenang. 
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Menurut Bapak English Nainggolan Kepala Kantor Regional VI Badan 

 

Kepegawaian Negara Medan, pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil 
 

yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah:
76 

 

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (“UU 20/2001”), yang berbunyi sebagai berikut: 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

2. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dinyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat 

karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan. 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

 
17 Tahun 2020, yakni :  

 
 
 
 

 
76

Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Badan 

Kepegawaian Negara Regional VI Medan,Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib 
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a. Pasal 250 huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila 

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. 

 
b. Pasal 252: Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b 

dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak 

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap. 

 
c. Pasal 266: Ayat (1): 

 

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang 

melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: 

 
1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagai PNS yang 

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan 

Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama atau. 

 
2) Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang 

menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama. 

 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, telah diatur perlakuan terhadap PNS yang melakukan 

tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan 

sebagai berikut:
77 

 
 
 
 
 
 

 
77

Ibid 
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1. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan, PNS diberhentikan 

tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan 

keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 

 
2. Pasal 23 ayat (5) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan, PNS diberhentikan tidak dengan 

hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena 

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang 

ada hubungannya dengan jabatan. 

 
3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ditegaskan, bahwa 

Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan 

mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan 

pasti. 

 
4. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian PNS dinyatakan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena 
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melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan 

 

yang ada hubungannya dengan jabatan. 
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BAB III  
PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI  

NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN 

TIPIKOR DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN 
 
 
 

A.  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Pegawai 

 

Negeri Sipil 

 

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas 

resmi jabatannya dalam negara, yang mana untuk memperoleh keuntungan status 

atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, 

kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut 

tingkah laku pribadi. 

 
Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapapun, baik perorangan 

atuapun badan hukum, baik pihak swasta ataupun pegawai negeri.Kedudukan 

pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagai subjek hukum yang dlindungi 

kepentingan hukumnya, in casu kepentingan hukum dalam hal kelancaran dan 

kebersihan dan bebas dari KKN dalam pelaksanaan pekerjaannya yang bersifat 

umum atau untuk kepentingan publik.
78 

 

Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan pemerintahan selalu 

dihadapkan pada kenyataan bahwa setidaknya ada beberapa institusi pengawasan 

yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan 

khususnya di pemerintahan. Walaupun adanya pengawasan terhadap Pegawai 

Negeri Sipil, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil. 

 
 

78
Adami Chazawi 2018 Op Cit hlm. 83 

 

 

60 ----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



61 
 
 
 
 

 

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap PNS dilarang : 

 

1. Menyalahgunakan wewenang;  
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang 

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;  
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional;  
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing;  
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 
atau surat berharga milik negara secara tidak sah;  

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara;  
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 

diangkat dalam jabatan;  
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;  
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;  
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;  
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dengan cara: 

a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;  
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS;  
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 

d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;  
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan 

cara:  
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau  
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 
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14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan 

surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 

Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan  
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, dengan cara:  
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah;  
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye;  
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau  
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil, 
 

meliputi:
79 

 

1. Budaya kerja 

 

Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja.Faktor ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang harus 

 
diberikan perhatian khusus dalam sistem kepegawaian 

Indonesia.Lemahnya budaya kerja didasarkan oleh kepentingan masing-

masing individu yang mempunyai motivasi yang berbeda dalam setiap 

kegiatan.Hubungan dengan kinerja, budaya kerja yang kurang kondusif 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang bersikap toleran terhadap 

pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 
2. Sistem pengawasan  

 
 
 
 
 

 
79

Sri Hartini dan Dedi Sudrajat, Op Cit hlm. 168-169 
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Sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal 

ini atasan dari bagian dan Badan Kepegawaian Daerah merupakan faktor 

yang mempengaruhi kinerja.Budaya yang terbangun untuk dapat bersikap 

toleran terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pegawai 

Negeri Sipil. Aparat penegak hukum dapat dikategorikan tidak bersikap 

independen dan tidak bersikap netral karena dirasakan keragu-raguan 

dalam penegakan hukumnya, serta belum dapat dilaksanakannya suatu 

sistem yang dapat memonitor pelaksanaan kerja secara komprehensif. 

Bentuk pengawasan itu sendiri hanya bersifat temporer dan tidak 

berkelanjutan sehingga hasil yang didapat belum maksimal. 

 
Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi oleh Pegawai Negeri Sipil 

 

adalah:
80 

 

1. Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal; 

 

2. Pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal, tanpa izin 

atasan; 

 
3. Selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan (keluar kantor untuk tujuan 

diluar kedinasan atau urusan pribadi); 

 
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas atau masuk akal; 

 
5. Menyalahgunakan wewenang; 

 
6. Melakukan hubungan intim atau perselingkuhan. 

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 
 

Pegawai Negeri Sipil adalah:
81 

 
 
 

 
80

Ibid hlm. 169 
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1. Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif. 

 

Adanya suatu pengaruh signifikan antara lingkungan kerja dengan 

penyelenggara pemerintahan, dalam arti kecenderungan pegawai untuk 

membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap hal tersebut 

merupakan perbuatan yang masih dapat ditolerir. 

 
2. Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penerapan hukum dengan 

perbuatan pegawai yang melanggar aturan, karena terdapatnya 

pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan sebagai berikut:
82

 

 
a) Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan 

pihak pihak tertentu. 

 
b) Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, 

 
c) Peraturan kurang disosialisasikan, 

 
d) Sanksi yang terlalu ringan, 

 
e) Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, 

 

f) Lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan. 

Kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat 

ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, di 

era reformasi pun ternyata masih saja terjadi.Banyak produk hukum 

menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan 

kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi 

kekuasaan. 

 
 
 

 
81

Ibid hlm. 170 
82

 Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 97
 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



65 
 
 
 
 

 

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran Pegawai Negeri 
 

Sipil meliputi sebagai berikut:
83 

 

1. Tingkat kesadaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

2. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. 

 

3. Lemahnya pengawasan atasan langsung. 

 

4. Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku. 

 

5. Kurangnya pembinaan atau sosialisasi tentang perundang-undangan di 

bidang kepegawaian disiplin pegawai. 

 
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi 

 

kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan 

berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan 

ternyata sulit didapatkan. Kurangnya gaji PNS dibandingkan dengan kebutuhan 

yang semakin meningkat, membuat pelaku melakukan tindak pidana korupsi 

tersebut. Hal ini juga terdorong dari lemahnya moral dan pendidikan agama 

sehingga membuat pelaku yang mengingkan pendapatan lebih melakukan tindak 

pidana korupsi tersebut.
84 

 

Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi merupakan 

suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya kriminologi 

menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi 

 
 
 
 
 
 

 
83

Sri Hartini dan Dedi Sudrajat, Op Cit hlm. 170 
84

 Muhammad Qadapi, 2017, Analisis Kriminologis Terjadinya Korupsi Gaji Pegawai 
Negeri Sipil Fiktif Di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, Fakultas Hukum Universitas 
Lampung Bandar Lampung, hlm.3 
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dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri dan 
 

faktor ekternal yang bersumber dari luar diri seseorang yaitu sebagai berikut:
85 

 

1. Faktor Internal, yaitu: sifat tamak/rakus manusia, moral yang kurang kuat, 

penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, 

gaya hidup yang konsumtif, ajaran agama yang kurang diterapkan. 

 
2. Faktor eksternal, yaitu: faktor sikap masyarakat terhadap korupsi seperti: 

Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya 

korupsi. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian 

akibat tindak korupsi adalah Negara, padahal justru pada akhirnya 

kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Masyarakat kurang 

menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Masyarakat kurang 

menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat 

ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, faktor 

ekonomi, faktor politis, dan faktor organisasi, seperti : kurang adanya sifat 

keteladanan seorang pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, 

 
sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan kurang memadai, 

kelemahan sistem pengedalian manajemen, manajemen cenderung 

menutupi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi. 

 
Faktor budaya lainnya yang mendorong timbulnya korupsi adalah adanya 

tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah dan pentingnya ikatan 

keluarga dalam budaya masyarakat negara sedang berkembang. Selain itu dalam 

masyarakat seperti Indonesia, kewajiban seseorang pertama-tama adalah 

 
 

 
85

Ibid, hlm.3 
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memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. 

Sehingga seorang saudara yang mendatangi seorang pejabat untuk minta 

perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai 

pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Tetapi menuruti permintaan berarti 

mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku, yaitu hukum Barat. 

Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara pertimbangan kepentingan 

keluarga atau kepentingan publik.
86 

 

Faktor undang-undang yang mengatur memberikan celah kepada aparat 

penegak hukum, aparat penegak hukum membuat hukuman yang berbeda 

mengenai unsur dari masing-masing Pasal sehingga aparat penegak hukum dalam 

menjalani tugasnya bisa memanfatkan celah tersebut dengan pertimbangan bahwa 

unsur dari salah satu pasal tidak terpenuhi dan dapat meringankan hukuman dari 

pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Kerugian dalam hal ini yang membuat 

pandangan dari masyarakat dari apa yang diperbuat oleh pelaku yang membuat 

pandangan dari masyarakat menjadi buruk serta kecewa dengan kinerja 

pemerintah setempat. 

Faktor korupsi sendiri ada 2 (dua) faktor:
87 

 

1. Keserakahan yang ada pada pemegang kekuasaan memunculkan sifat 

korupsi itu sendiri. Di sebabkan karena adanya kesempatan melakukan 

kecurangan demi memenuhi kebutuhan hidup yang sangat banyak. 

 
2. Faktor Hukum, Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, di stu sisi dari 

aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. 

 
 

86
Ibid hlm. 5 

87
Ibid hlm. 6 
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Faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil adalah tempat atau lingkungan sosial dari pelaku yang mempengaruhi 

tingkah laku kejahatan. Faktor kelemahan perundang-undangan korupsi, yang 

mencakup: adanya peraturan perundang-undangan yang bermuat kepentingan 

pihak-pihak tertentu, kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, 

peraturan kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi 

yang tidak konsisten dan pandanan bulu, lemahnya bidang evalusi dan revisi 

peraturan perundang-undangan. 

 
Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana 

Korupsi menurut Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan 

adalah:
88 

 

a. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. 

 

b. Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. 

 

c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. 

 

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil 

melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak atau kurangnya pemahaman 

tentang peraturan perundang-undangan.
89 

 

Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana 

Korupsi menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan 

adalah:
90 

 
 
 
 

88
Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional 

VI Badan Kepegawaian Negara Medan,Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib  
89

 Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib  

90
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Nazaruddin, SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Batubara, Hari Selasa 13 Oktober 2020 Pukul. 11.00 Wib 
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a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, baik itu ASN pada 

Pemerintah ataupun Instansi Vertikal. 

 
b. Kurang tegasnya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. 

 
c. Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. 

 
d. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan . 

 

e. Kurangnya Komitmen dari PPK terhadap pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

 
f. Kepatuhan terhadap perintah Atasan (rasa loyal yang tidak pada 

tempatnya) 

 
Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana 

korupsi adalah: 

 
1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa. 

 
2. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil. 

 

3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan 

perundangan. 

 
4. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 

 

5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, 

dan birokrasi belum mapan. 

 
6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. 

 

7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.
91

 

 

Salah satu penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia saat ini ialah 

karena faktor penegakan hukum yang masih lemah, selain itu faktor lain yang juga 

  
91

Shinta Netty Lolong, 2015, Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Menurut Undang-Undang 

Nomor 31/1999 Jo UU NO.20/2001, Jurnal Hukum, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-
Mar/.hlm. 128 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



70 
 
 
 
 

 

ikut mendukung terjadinya korupsi saat ini ialah mental aparatur yang masih 

bobrok, kesadaran masyarakat yang masih rendah dan “political will”. Masih 

banyak masyarakat kita sekarang yang menganggap bahwa hanya Negara yang 

dirugikan bukan masyarakat atau pribadi secara langsung. 

 

B.  Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai 

 

Negeri Sipil 

 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.Kebijakan 

penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu 

otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam 

masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik 

dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain 

polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. 

 
Penegakan hukum merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam hal 

 

penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
92 

 
 
 

 
92

 Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan 
Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 42 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



71 
 
 
 
 

 

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. 

 

2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah 

mentalitas. 

 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 

Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukumyang 

merefleksi perilaku masyarakat. 

 
4. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.” 

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur, 

 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah dibidang kepegawaian aparatur daerah.
93 

 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap 

tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil: 

 
1. Faktor hukumnya sendiri. 

 

Faktor hukumnya sendiri yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan 

tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang 

 

 
93

 Miinudin dan Etry Mike, 2018, Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil 
Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah 
Provinsi Bengkulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 
hlm.50 
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undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala 

ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya 

 
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh pegawai negeri sipil sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat 4 huruf b 

tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi PNS diberhentikan dengan tidak 

hormat karena: 

 
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

 
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, 

 
c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik, 

 
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pegadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 

 
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

 
Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena 

melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan 

maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan 

hormat. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan 
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yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal 413 sampai dengan Pasal 

436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

 
Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah aspek perundang-

undangan yaitu terbitnya peraturan perundangan yang bersifat monopolistik yang 

hanya menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara.Kualitas peraturan 

perundangan-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang 

efektif. Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana 

Korupsi adalah Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi 

 

disebabkan tidak atau kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait.
94

 

Strategi pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dengan efektif dengan 

pemenuhan prasyarat sebagai berikut: 

 

a. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul 

dari kesadaran sendiri, 

 
b. Menyeluruh dan seimbang, 

 
c. Sesuai dengan kebutuhan, ada target dan kesinambungan, 

 
d. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia, 

 

e. Terukur dan transparan serta bebas dari konflik kepentingan.
95

 

 

Political will serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu 

menegaskan kembali political will pemerintah, diantaranya melalui: 

 
 
 
 
 
 
 

 
94

Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib  

95
 Jeremy Pope, 2003. Strategi memberantas Korupsi.Transparency Internasional 

Indonesia. Jakarta, hlm..71 
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a. Penyempurnaan undang-undang anti korupsi yang lebih komprehensif, 

mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi 

masalah korupsi, 

 
b. Kontrak politik yang dibuat pejabat publik, 

 

c. Pembuatan aturan dan kode etik PNS, 

 

d. Pembuatan Pakta Integritas, 

 

e. Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai). 

Penyempurnaan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana 

 
korupsi selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus 

korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional.Saat ini 

isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang 

menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi 

yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara.Adanya 

kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh lembaga anti korupsi juga 

menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. 

 
2. Faktor Aparatur Pelaksana. 

 

Faktor aparatur pelaksana yaitu salah satu faktor dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana korupsi, Salah satu kunci dari keberhasilan adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum 

antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, KPK, petugas pemasyarakatan, dan 

seterusnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

pegawai negeri sipil masih sering timbul permasalahan yaitu terkait adanya 

beberapa instansi penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, 
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Kejaksaan dan KPK yang tumpang tindih dalam pelaksanaan 

penyelidikan/penyidikan, masih adanya arogansi dan sikap saling curiga antar 

instansi penyidik, adanya persepsi yang berbeda terhadap beberapa ketentuan 

peraturan perundangan, adanya perbedaan kewenangan yang diberikan oleh 

undang-undang, adanya perlakuan berbeda oleh negara terkait kesejahteraan 

penyidik dan lain-lain, untuk itu diperlukan adanya sinergitas. Tumpang tindih 

kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi 

menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. 

 
Strategi pemberantasan korupsi harus juga bersifat menyeluruh dan 

seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan korupsi yang parsial dan tidak 

komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Berkenan dengan 

hal ini, maka strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil. Di 

samping itu, penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan 

dibandingkan aspek penindakan. 

 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas. 

 

Faktor sarana atau fasilitas yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan 

penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Dalam kasus ini 

fasilitas dalam pengawasan pegawai negeri sipil kurang memadai sehingga 

Aparatur Sipil Negara dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi dengan 

beragam modus operandinya. Tidak dipungkiri bahwa faktor pegawai negeri sipil 

melakukan suatu tindak pidana korupsi itu disebabkan karena kecilnya pendapatan 
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yang diterima oleh pegawai negeri sipil yang tidak sebanding dengan besarnya 

nominal angka proyek yang dikerjakan oleh pegawai negeri sipil, hal ini 

menyebabkan banyaknya pegawai negeri sipil yang jatuh kedalam perbuatan 

tindak pidana korupsi. 

 
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat. 

 

Faktor budaya hukum masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam 

menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum 

masyarakat,maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum 

yang baik. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat di 

Indonesia, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam kasus ini 

penulis beranggapan masih kurangnya kesadaran hukum dari Pegawai Negeri 

Sipil, yang tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar 

hukum, dan dapat dijatuhkan sanksi pidana. 

 
Penegak hukum Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan suatu 

kejahatan atau tindak pidana dalam jabatan PNS tersebut akan ditindaklanjuti oleh 

pihak yang berwajib untuk itu PNS tersebut akan diberhentikan sementara dari 

jabatannya untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah 

melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berkaitan dengan hal itu oleh 

pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya 
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harus dikenakan pemberhentian sementara.
96

Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak 

yang berwajib seorang PNS yang dikenakan pemberhentian sementara peraturan 

ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan 

dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Jika sesudah pemeriksaan PNS 

yang bersangkutan ternyata dinyatakan bersalah, maka terhadap PNS yang 

dikenakan pemberhentian sementara harus diambil tindakan pemberhentian. 

 

Menurut Djoko Prakoso kejahatan jabatan adalah kejahatan yang 

dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta 

kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam 

 

Bab VIII Buku Kedua KUHP.
97

Wirjono Prodjodikiro berpendapat bahwa 

kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang 

memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana.
98 

 

Pemberhentian seorang PNS berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai 

keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap. Terhadap 

PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan karena 

melakukan Tindak Pidana Korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai PNS. 

 
Pemberhentian PNS harus juga memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga 

mengatur tentang kejahatan jabatan, yang berbunyi; 

 
 
 
 

96
Wirza Fahmi Op Cit hlm. 249 

97
Djoko Prakoso, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Liberty, Edisi 

Pertama,Yogyakarta, hlm. 9.  
98

 Wirjono Prodjodikoro, 2013. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 215. 
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Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 

 

Selain ketentuan tersebut diatas yang berkenaan dengan PNS 

 

diberhentikan tidak dengan hormat yang harus diperhatikan adalah Pasal 9 huruf a 

 

Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2013  tentang Pemberhentian  Pegawai 
 

Negeri Sipil “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
 

Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan 

 

keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena: 

 

1. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau 

 
2. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana”. 
 

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

 

PNS yang telah ada putusan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak 

 

pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dapat 

 

diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa: 

 

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Pemberantasan Tipikor;  

2. Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan 
hukum tetap;  

3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.
99

  
 

 
99

Wirza Fahmi Op Cit hlm. 258 
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Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah berdasarkan Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 

 
Proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR 

sebagai berikut: 

 
1. PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan (korupsi) diberhentikan sementara; 

 
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas berlaku sejak PNS 

ditahan; 

 
3. Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS 

yang menduduki JPT Pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama; 

 
4. PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS 

dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 
5. Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara 

 
6. Selanjutnya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap PNS dipidana penjara karena melakukan tindak 

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 
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hubungannya  dengan  jabatan  (korupsi)  maka  PNS  diberhentikan  tidak 

 

dengan hormat; 

 

7. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan terhitung mulai akhir 

bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap; 

 
8. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang 

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : 

 
a) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang 

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan 

Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama; atau  
b) Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang 

menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama.
100

 
Berikut ini ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang termasuk kedalam 

 

wilayah Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara yang melakukan tindak 

 

pidana korupsi, penegakan hukum yang dilakukan adalah Pemberhentian dengan 

 

tidak hormat, data dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional 

VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib 
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Sumber: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan 

 

Penegakan hukum juga berupa sanksi administrasi dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara represif. Tindakan 

preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak 

pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif pada umumnya dilakukan dengan cara melalui 

bimbingan, pengarahan, atau ajakan.
101 
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Gunawan Graha menyatakan bahwa dalam arti luas proses penegakan 

hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan 

hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

berdasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

menegakkan hukum.
102 

 

Sebagai contoh Penegakan hukum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

tindak pidana korupsi atas nama Arianto Sianturi, SP, merupakan Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kota Tebing Tinggi, dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejak 

tanggal 1 April 2019. Selain itu atas nama Rudianto, ST, MT Pegawai Negeri 

Sipil pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi pada unit kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi diberhentikan dengan tidak 

hormat terhitung sejak tanggal 1 April 2019. Keduanya melakukan tindak pidana 

korupsi. Penegakan hukum juga dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
103 

 

Selain itu ada juga Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syamsul Rizal, 

 

MM yang bekerja pada Unit Inspektorat Pemerintahan Kota Tebing Tinggi, 

dengan Jabatan Auditor Madya Golongan IV c, diberhentikan sejak tanggal 1 

April 2019 karena melakukan tindak kejahatan jabatan. Serta atas nama Gugung 

Banurea Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

 
 
 
 
 

 
102

Ibid hlm. 51 
103

Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib 
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Permukiman Kabupaten Pakpak Barat, diberhentikan secara tidak hormat sejak 
 

tanggal 30 Mei 2020 diduga melakukan kejahatan karena jabatan.
104 

 

 

C. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri 

Sipil 

Korupsi  terjadi  disebabkan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dan 

 

jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan 

mengatasnamakan pribadi atau keluarga, saudara dan teman. Seorang pejabat 

dikatakan melakuka tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seserang yang 

bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan 

kepentingan si pemberi hadiah. 

 
Orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk 

dalam korupsi. Balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh 

seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ 

kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya 

juga dapat dianggap sebagai korupsi.Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa 

ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang 

melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 

masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.
105 

 

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, yaitu akibat 

bagi Negara Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.Korupsi memiliki 

  
104

Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional 
Badan Kepegawaian Negara Medan,Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib  

105
 Sina La. 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsidi 

Indonesia.Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1): hlm.49-50 
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berbagai efek penghancuran yang hebat (an enormous destruction effects) 
 

terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.
106

Akibat bagi Individu 

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang/individu memiliki akibat 

terhadap kehidupan sosial masyarakat.Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga 

terkena sanksi hukum/pidana. 

 
Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi 

harus mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

(PPK).Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht), PNS 

tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini tertuang 

dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila 

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

Jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung 

mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

 
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi terpidana kasus kejahatan jabatan 

yang belum diberhentikan, sedangkan mereka masih menerima gaji tersebut 

dapat dijelaskan berdasarkan pemahaman sebagai berikut: 

 
 

 
106

Arfiani Haryanti Op Cit hlm. 3 
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1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh 

hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni 

tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki 

hukum. 

 
2. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum 

 

yang dilakukan oleh sumyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat 

lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang 

bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
107 

 

Akibat hukum atas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan 

Pegawai Negeri Sipil berupa sanksi yang dianut hukum pidana membedakan 

hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana 

ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. 

Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:
108 

 

1. Teori imbalan 

 

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, 

karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain 

sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan. 

 
2. Teori maksud dan tujuan 

 

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud 

atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan 

 
 

 
107Miinudin dan Etry Mike Op Cit hlm. 57 
108

Leden, Marpaung, 2005, Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, 
Jakarta. hlm.105 
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masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.Tujuan hukuman harus dipandang 

secara ideal.Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan. 

 
3. Teori gabungan. 

 

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan 

kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk 

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

 
pribadi sipenjahat. 

 

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHPidana, mengenai 

hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHPidana berikut adalah jenis hukuman 

yang terdapat dalam KUHPidana:
109 

 

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. 

 

1. Pidana mati 

 

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan 

terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan 

berencana (Pasal 340 KUHPidana), pencurian dengan kekerasan (Pasal 

365 KUHPidana) dan sebagainya. 

 
2. Hukuman penjara 

 

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu 

berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari 

kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan.Adapun pidana 

kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau 

kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. 

 
 

 
109

Ibid. hlm. 107 
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3. Hukuman kurungan 

 

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan 

antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan 

dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari 

misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain. 

 
4. Denda 

 

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga 

diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau 

komulatif.Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan 

minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada 

ketentuannya.
110 

 
b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 

barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. 

 
Kemampuan   bertanggung   jawab,   menurut   KUHPidana   Indonesia 

 

seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi 

syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat 

 
 
 
 
 
 
 

 
110

Ibid hlm. 110 
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dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla 
 

poena sine culpa).
111 

 

Akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Wilayah Regional VI 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai 

contoh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama 

Arianto Sianturi, SP, merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, 

dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejak tanggal 1 April 2019. 

Pelaku mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
112 

 

Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudianto, ST, MT Pegawai Negeri Sipil 

pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi diberhentikan dengan tidak hormat 

terhitung sejak tanggal 1 April 2019. Akibat hukum yang diterima adalah pidana 

penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000 (dua 

ratus juta rupiah), karena terbukti telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 

KUHPidana ayat (1) ke-1, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi secara bersama-sama.
113 

 

Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syamsul Rizal, MM yang bekerja 

pada Unit Inspektorat Pemerintahan Kota Tebing Tinggi, dengan Jabatan Auditor 

 
111

Moeljatno Op Cit hlm. 19 
112

Lampiran Putusan Pengadilan Negeri  Medan No. 17/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn 
113

Lampiran Putusan Pengadilan Negeri  Medan No. 81/Pid.Sus.K/2016/PN.Mdn 
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Madya Golongan IV c, diberhentikan sejak tanggal 1 April 2019 karena 

melakukan tindak kejahatan jabatan. Akibat hukum yang diterima pelaku adalah 

pidana penjara selam 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena terbukti melanggar Pasal 3 Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan terbukti melakukan tindak 

pidana korupsi secara berkelanjutan.
114 

 

Pegawai Negeri Sipil atas nama Gugung Banurea Pegawai Negeri Sipil 

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak 

Barat, diberhentikan secara tidak hormat sejak tanggal 30 Mei 2020 diduga 

melakukan kejahatan karena jabatan. Akibat hukum yang diterima adalah pidana 

penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), 

karena terbukti telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke-1, yang 

 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
115

 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh 

 
masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas 

perbuatan yang dilakukan.Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang 

tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si 

pembuatnya tidak dicela.Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu 

dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak 

  
114 
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dipidana.
116

Akibat hukum yang diterima pelaku merupakan pertanggung jawaban 

atas perbuatan yang dilakukannya, dan diharapkan membuat efek jera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116Roeslan Saleh Op Cit hlm. 76 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 

1. Pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara 

karena melakukan TIPIKOR adalah 

 
a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

 
c. Pasal 250 huruf b, Pasal 252, Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 

 
2. Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana 

penjara karena melakukan TIPIKOR di wilayah kerja Kantor Regional VI 

BKN Medan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi 

tersangka tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang 

ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) diberhentikan sementara dan 

apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap PNS dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan 

(korupsi) maka PNS diberhentikan tidak dengan hormat, serta menjalani 
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pidana penjara sesuai keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan 

hukum tetap. 

 
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yang efektif 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan 

TIPIKOR adalah Sulitnya memperoleh Salinan Putusan yang berkekuatan 

Hukum Tetap (incraht) dari pihakpihak terkait, tidak adanya laporan dari 

OPD tempat PNS bertugas bahwa PNS tersebut ditahan oleh Pihak Yang 

Berwajib karena diduga melakukan TIPIKOR, adanya putusan yang sudah 

inkracht, tetapi tidak diterima oleh PPK terkait, Pejabat Pembina 

Kepegawaian yang statusnya adalah Pelaksana Tugas, sehingga tidak bisa 

menetapkan Keputusan Pemberhentian PNS. 

 

B.  Saran 

 

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 
1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Bertanggung Jawab agar 

dapat menegakkan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan dan diberhentikan dengan tidak hormat. Kepada PNS yang 

melakukan pelanggaran agar segera mengundurkan diri sebagai PNS. 

 
2. Untuk penegakan hukum kepegawaian terhadap PNS yang dipidana penjara 

karena melakukan tindak pidana korupsi, diharapkan adanya kerjasama antara 

Aparat Penegak Hukum dengan Pemerintah Daerah terkait tembusan surat 

penahanan ataupun Putusan Pengadilan yang disampaikan kepada Pemerintah 

Daerah dari PNS terpidana kasus TIPIKOR atau Tindak Pidana lainnya. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



117 
 
 
 
 

 

3. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif 

dan melakukan penindakan hukuman yang tegas sehingga menjadi 

pembelajaran bagi para pelaku koruptor agar tidak menyalahgunakan 

wewenang dan jabatan. 

 
4. Hendaknya Pemerintah Daerah melakukan kerjasama/MOU dengan Pihak 

Terkait dalam hal ini dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk 

menerbitkan data PNS yang dihukum penjara. 
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DATA WAWANCARA 

 

Nama : English Nainggolan, SH, MH 
 

Jabatan : Kepala Kantor Regional VI BKN Medan 
 

Waktu :  10.00 Wib 
 

Hari/Tanggal : Jumat/ 24 Juli 2020 

 

1. Berapa lama bekerja di BKN? 

 
59 Tahun 3 Bulan 

 

2. Berapa banyak jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI 

BKN? (data tabel dari tahun 2018 dan 2020)? 

 
Pegawai Kantor Regional VI sampai saat ini adalah 86 orang 

 

3. Apa fungsi, tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara? 

Fungsi BKN: 

 
a. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; 

 

b. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis 

formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan 

pangkat, pensiun; dan 

 
c. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh 

Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

 
pengembangan Sistem Informasi ASN. 

 

Tugas BKN: 

 

a. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; 

 

b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi 

pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; 

 
c. Membinan Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian; 
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d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN 

berbasir kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang 

komprehensif; 

 
e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan 

Manajemen ASN; 

 
f. Menyelenggarakana administrasi kepegawaian ASN; dan 

 

g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur 

manajemen kepegawaian ASN. 

 
Wewenang BKN: 

 

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standra, prosedur, dan 

kriteria Manajemen ASN. 

 
4. Sebutkan wewenang dan aturan terkait Pegawai Negeri Sipil dan BKN? a. 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020; 

 
c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian 

Negara; 

 
d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah 

diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara 

 
e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional 
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5. Tindak pidana apa yang sering dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

diwilayah kerja Regional VI BKN? 

 
Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi 

 

6. Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana 

Korupsi? 

 
a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika 

 
b. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi 

 
c. Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien 

 
d. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan 

 

7. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR 

diwilayah kerja Regional VI BKN? (data tabel dari 2018-2020), ambil 3 

contoh kasus. 

 
Menurut data yang ada di Kantor Regional VI BKN Medan terdapat 450 PNS 

yang terlibat TIPIKOR (290 Data BKN dan 160 Data Instansi) 

 
Kasus PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terlampir 

 

8. Sanksi apa yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

TIPIKOR diwilayah kerja Regional VI BKN? 

 
PNS yang dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan 

diantaranya tindak pidana korupsi, diberhentikan tidak dengan hormat. 
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9. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana 

penjara karena melakukan TIPIKOR? 

 
a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (“UU 20/2001”), yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dinyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat 

karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

hubungannya dengan jabatan. 

 
c. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020: 
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https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/undangundang-nomor-31-tahun-1999/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/undangundang-nomor-31-tahun-1999/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/nprt/38/undangundang-nomor-20-tahun-2001
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/nprt/38/undangundang-nomor-20-tahun-2001
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/nprt/38/undangundang-nomor-20-tahun-2001
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/nprt/38/undangundang-nomor-20-tahun-2001


 

1) Pasal 250 huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila 

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana 

kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana 

umum. 

 
2) Pasal 252 : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 

huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir 

bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

 
3) Pasal 266 : 

 

Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat 

PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh : 

 
a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagai PNS 

yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT 

Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama atau 

 
b. Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang 

menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama 

 
a. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, telah diatur perlakuan terhadap PNS yang 

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya 

dengan jabatan sebagai berikut : 

 
1) Bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan, PNS 
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diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau 

kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu 

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang 

ada hubungannya dengan jabatan. 

 
2) Bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan, PNS 

diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau 

kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

hubungannya dengan jabatan. 

 
3) Bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 

tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri 

ditegaskan, bahwa Pemberhentian seorang pegawai Negeri 

berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan 

Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti. 

 
4) Bahwa dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan, PNS diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau 

kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana 
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kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

 

hubungannya dengan jabatan. 

 

10. Bagaimana proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

TIPIKOR diwilayah kerja Regional VI BKN? 

 
Proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR sebagai 

berikut : 

 
a. PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan (korupsi) diberhentikan sementara; 

 
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas berlaku akhir 

bulan sejak PNS ditahan; 

 
c. Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS 

yang menduduki JPT Pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama; 

 
d. PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS 

dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 
e. Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara 

 
f. Selanjutnya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap PNS dipidana penjara karena melakukan tindak 

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

hubungannya dengan jabatan (korupsi) maka PNS diberhentikan tidak 

dengan hormat; 
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g. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan terhitung mulai akhir 

bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap; 

 
h. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang 

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : 

 
1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang 

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan 

Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama; atau 

 
2) Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang 

menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama 

 
11. Bagaimana penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR? 

 
Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana 

penjara karena melakukan TIPIKOR adalah berdasarkan Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 

 
12. Kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan 

 
TIPIKOR? 

 

Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yang efektif terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR 

adalah : 
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a. Adanya keengganan dari PPK untuk melakukan pemecatan karena kasus 

korupsi yang menjerat ASN tersebut terjadi di luar kepemimpinan mereka 

 
b. Adanya putusan yang sudah inkracht, tetapi tidak diterima oleh PPK 

terkait 

 
c. Alasan kemanusiaan atau merasa kasihan terhadap PNS tersebut 

 

d. Bupati yang statusnya adalah Pelaksana Tugas, sehingga tidak bisa 

menetapkan Keputusan Pemberhentian PNS 

 

 

Upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah : 

 
1. Badan Kepegawaian Negara melakukan berbagai upaya antara lain Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan Kedeputian Bidang 

Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama BKN 

dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan 

KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. 

Kerjasama tersebut menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin PNS 

sesuai peraturan manajemen ASN. Pertama, Pemberhentian Tidak 

Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan 

hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana 

korupsi. Kedua, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari 

Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli. 

 
Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus PNS tipikor, BKN telah 

melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian 
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(PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-

30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait 

Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang pada intinya 

menyampaikan : 

 
a. Himbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS di lingkungan 

instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana 

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana 

umum; 

 
b. Himbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, 

dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

memastikam tidak ada praktik suap atau pungli; 

 
c. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka 

akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN 

dan KPK; 

 
d. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK 

sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 
2. Badan Kepegawaian Negara bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan 

Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan 
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Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan 

Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena 

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang 

Ada Hubungannya Dengan Jabatan, ruang lingkup kepeutusan bersama 

ini meliputi : 

 
a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang 

Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang 

berhubungan dengan jabatan; 

 
b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat 

Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

 
c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian; 

 

d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah; dan 

 
e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu. 

 
3. Selanjutnya Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-

30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 menyampaikan kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah perihal Data PNS yang dihukum 

Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Pidana Kejahatan 

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....



 

Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan 

Hormat Sebagai PNS. 

 
Berdasarkan data tersebut PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan 

Karena Melakukan Tindak Pidana Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak 

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di Wilayah 

Kerja Kantor Regional VI BKN Medan adalah 290 orang. 

 
4. Selanjutnya Kantor Regional VI BKN menindaklanjuti surat Kepala 

Badan Kepegawaian Negara tersebut dengan menetapkan surat yang 

ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Wilayah Kerja Kantor 

Regional VI BKN perihal PNS yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak 

Pidana Korupsi yang pada intinya menyampaikan data PNS yang 

dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana 

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada 

Hubungannya Dengan Jabatan dan meminta Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. 

 
5. Selanjutnya Kantor Regional VI BKN melakukan pengawasan secara 

terus menerus terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang belum 

melakukan penegakan hukum terhadap PNS yang Dipenjara Karena 

Melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan hasil data sebagaimana 

terlampir. 
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DATA WAWANCARA 

 
 

 

Nama  
Jabatan 
 
Waktu 
 
Hari/Tanggal 

 
 

 

: SYAIFUL FAHRI, SP, M.Si 
 
: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI 
 
: 11.00 WIB 
 
: Rabu, 22 Juli 2020 

 

1. Berapa lama Saudara bekerja sebagi 

PNS? Jawaban : 24 Tahun 7 Bulan 

 

2. Berapa banyak jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Saudara? (data table dari tahun 

2019 dan 2020)?  
Jawaban : - Tahun 2019 = 2816 orang PNS.  

- Tahun 2020 = 2728 orang PNS. 

 

3. Apa tugas dan tanggung jawab Saudara? 
 

Jawaban : Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, 

Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing 

Tinggi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil. 

 

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

menyelenggarakan fungsi : 

 

a. Penyusun kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; 
 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; 
 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps 

pegawai negeri sipil; 
 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan 

daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi 

penunjang korps pegawai negeri sipil; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

4. Tindak pidana apa yang sering dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diwilayah kerja 

Saudara? Jawaban : Tindak Pidana Korupsi 
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5. Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi? 

Jawaban : Tidak atau kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait. 

 

6. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja Saudara? 

Berikan 3 contoh kasus.  
Jawaban : 14 Kasus 

 

7. Sanksi apa yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah 

kerja Saudara?  
Jawaban : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 

 

8. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena 

melakukan TIPIKOR? 
 

Jawaban : Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 

 

9. Bagaimana Proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja 
Saudara?  
Jawaban :  
- Mendapatkan salinan surat penahanan  
- Mengajukan Pemberhentian Sementara 

 
- Mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

 
- Mengajukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS. 

 

10. Bagaimana penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana 

penjara karena melakukan TIPIKOR?  
Jawaban : Sesuai UU ASN dan PP Manajemen PNS 

 

11. Kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR? 
 

Jawaban : - Tidak ada laporan dari OPD tempat PNS bertugas bahwa PNS tersebut ditahan 

oleh pihak berwajib karena diduga melakukan TIPIKOR 
 

- Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan salinan Putusan kasus TIPIKOR 

relatif lama. 
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1!. 1 (MIU) iembet Sural"'"'*" F'wnblyaran Hoi- : 00007 I 012515 1 2012 

tanaDal 1~ Ouomber 2012111C•.,. Rp. 3.$<1-2.417.7!2,· ~·PT. Magnum 

Glot>al Mahdlrl MltQM .._, ~ : 100.('1.04. 12eo43-3 piiCia Bank 

SIIIIUt c-1111 Ul8ma Mldlln: 

10. 1 (HIU) lolmblr Sural Pelnyat1111 Tangoung JMIII &~~a.-.. Nome< : 0007 I 
lf'T1I I IUIUO - TT I aou. pe~•oborv_, ...._ ...... ., ..... - -·~lien. 

~ cMn KB eli RSUD Dr H. I<AJrnpulall Pa,. KGI8 Telling llnggl TA -

2012 va1111 Cllland• 111\pn\ 601 IW'IPU'l'AA. SH l4llll<v "''abel ....,bual 

Konokot ..... 
17 t (aatu) lembar Surat Ringqsan Kontrak penga<tun alal keaahiiM 

Udokleran den KB ell RSUD Dr. H Kumpulan Pe,. Kota Telling Tingg.r 
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•• • • . . . 4 

. ~ 0.1intiE<2012, y&~~g dillncfa lal'QIInl E01 SAHPUTRA. SH M1aku 

l'$t.t~~ 

11. 2 :lfual lembllr Selila ~ft Pembayetan Homcw 1100 I 3628 I RSUO TT 1 

2012 ""WtW17 o-mllet 2012 .... eo "d~ Nliiii!Calb ... _..,... lr 

SYAWAI.IJOOUj Mla!Q• Dhlclur PT MIQIUII Globlll Mandon. 

19. 1 tutu) !ember pi\CIIO copy legallalr S.rtta .-,q,. l'emflltk'"" 1 ...,_~m1.n 

alii~. IOictcidatln dan K8 ,..,.._ : 802 134t51 RSUD-TT 12012 
~ 13 0 11 nbw 2012, 

2:C. 1 <•Ill) llmbtt &Mil P!IMIAih Penoelnln Dane NIB · 158317!1A Wnggal 21 
O.etnber 2Gl2 ct.ri ~ Umum Hep. ...,.. PT. M8gnum Otani 

Mandiri .. ~ 1111 ~. 3.142417.7!2.·; 
• 

2' 1 (Uiu) len.,_ T.WS. TIM1rna ~ ..... , ~· 3.86&.811i.520r d~ 

RliUO Or. H Kumplllan P- Kola Tebilg Tlnggl Mpadllr. SYAWALUOOtN 

ulllo • on.wr PT. M-oiVft Globlll IQnclirl unU. ,.. ..... ~ • .., .....--.. 

... bMhelaft, kedolderan dan Ke lli RSUO Or. H. KUITSIUIM Pww KoCJ 

Tebing Tmgg~ unbes dMI APilH TP TA 2012; 

22. , (talll) lembw Sent Selarll'l Plpll (ssP) PPh peng8d- ... ~ 

llldak.,.n d~rt KB • u•lljl, 53.14#.441,·; 

2J 1 (Utu) lllmblr SUrlll lelonlh Plljllk (SSP) "'"n penpdaan alii k-aten. 
..........,., K8 .-.. 1\l. 3511.831.320,• .. 

24 . 1 (..Wl bundel piQo c:opy leQIIlw &nt Kepu'-w_. TebinQ ,.,., 

Nomor : 800 I 213ot I TahUn 20\2 t.tongglll 2() Juftl 2012, MIMIInQ PII\N~ 

""''bel ,.._. Keuengan Nlgllla AP8H 1*t. RSUD Dr. H. 1<urnpc111n 

PeM Kola Tebing ThggllllhUn a~tan2012 

;215. 1 ('lllV) burtdel pbOIO e1PY tega-..r &U!81 KIIWtUIIIt'l Wlllikota Tebi11g Tfr1llgl 
NOMcr • 1100 I 2300 I Tanun 201) tllrGil8i 04 Jul 2012, l!iiilta.'G PeNbotllan 

,. .. ~ w1· o«a TellinQlirQII NorYQ 1100 I 2134, .,_.. 20 Juno 

®12 ....,."11 Penellpan Pejallll Penoeljlja Kaull1ll8l1 HeQarll APBN Pld• 

RSUO Dr. H. KIIITI!Min "-"*Kola Tilling TiiW llllwn IIIVIIf'll12012. 

28. 1 (Mil) bl.rldllllfl* OOfiY _....,Sunil Kep., II' Wab-.lelline TJrw 
Hamor : 1100 I 2300 IT8hvn 2012 ~ 04 Jul 2012, loiii'ltang ~ 

AlP 1<8putuun wa•I<Oia Tek1Q Tlt111tl Hor1IOt : 800 121:W, ~ 20 Juno 
2012 ...,..,., p...,..,,,,.. hi I tM P•e rr • KuuQU• N 1 re Ntt~N paiCfJ:t 

RSUO Dt. H. ~ P-Kda T~ T1nocl11abun 1111111WM 2012; 

27. 1 (aatu) bunclel pholo copy legalltll Sur.t KlputuMo ~ RJWD Kumpulan 
Pana I<Ma T~ Twigg! 8olol<u - Pengeurw "'-""' CI<PA) t'omor 
027 1 72t I RSUO - 1'T I 21) I 2 lal'f998l 02 Julo 2012, 111\18"0 -luUr:.r 

• 
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• 
Pi111111a Pengtdallll 8arang I Jau pllla satuan Kalla (SA TXER) RSUO 

Kump\ltln l'w. Kala T lblnQ Thggi llhun IIQIII'In 2012; 
211. , (18111) tNnclel pnoiOc:cpy legallllt ... , Keilvl_, Dhklur RSlJO ~ 

,._ KoGIII Te1*1g Tlftggl S;Jat;u ~ P81gguna MeP11111 (I(I>A) Homo• ; 

800 I 733 I RSUO- TT I 2012 llnggal 02" Ju11 2012. 11!1~ ~ 

P•lldoo ... ,.liM I "-*',. llarw$. peda Mtu8n IWrja (SATI<ER) RSUD 
Kump\Mn,..,.. Kctll Tltllrc Tlnggl tallun ~ 2012; 

211. 1 (..t!J) IWnbal .. &nt P.~g~ntar "tbttng yallg ~n PT. MA~II!UM 
GI.OSAI. MANOIRI ~ 14 Oei~Wl!'* 2012 ytng dlw>cll Wlglni Oliill II 

SYAWAWDDIN ..... onklur PT. MAOHUM Gl.08Al. MANDIRI dan 

YUOHA ARIAI<ITO, AM11!.1 

30 1 (..W) liinilwr nl Sunil .....,.., S..IIQ 'f*l'lo dhrblliin PT. MAGNUM 

GLOIIAL MAN01RIIIItlltlggal28 Daembiir 2012 ~ dllancla ~ni Oliih lr 

SYAWAUIDOIN aelakU Qlrtldur PT. t.IAGHUI.I GLotW. MNIDIRI den 

YUDHAA .• 
31. 1 (alii) llilrillii( iiii1 Suriit "-rrpot;or lliinlt'lj ~ dhltiliin PT. IW<GNUM 

OLOIW. MAHOIRI ~ 01 "-rl 2011 yq ...... ia'lgiinl olet1 h 

SYAWAliJOOIN Mi!oku Oft..... PT. IIWJNUM OLOIIAI. MANDIRJ den 

FERIYANTA PURSA; 

S2. 1 (iia!U) liiinblo SIR! Pengnahan Dlftar lalln l'llaksanaan Mggal'8n tallun 

.,..,. 2012 Namar . 3226/~- Oo4 401/t1Z/2012I*QIIJI ~Juno 2012. 

Sillier RSUO Or. H. Kumpulln P- Tiibing Tlnggl *-iiiit Rp. 

6 000.000 000,· yq flo * . ....,. olltl A.BDUU.AH HAMUNG .....,u 

Kopii1ii K.M\Or 'Mayiil1 Dft)en Pem~- PYoplniil 8umiiliirii UIAIIt; 

3S. II (lmii) ..,.., ~ ltlln Palr'llt ' 11 ~ ~ ..... ,.,. 201Z 

NDrnor , SUI. I 0!4-04.4.01 I 02 I 2012 111J10011 21 Miil 2012. Satlcer RSUD 
1<um1nMn 1>.-T~ 1'lrW __ ., Rp. 5.000.00CUJOQ,. YtnO Clilllnda 

lai1QIIIII 01ii11 Clr H. NANANG FITRA AVIJA, SpPK ..W.u K,_ "-"~~gull• 

~ RSUD K~JnNIIInl>.-T~ Tlnggl: 

~. t (ntu) jllcl p1oo1o OOC'Y pros dllegdllr Harp Pe!101Wn Siincf01 (HPSJ 

lcegietan Pli,....... elrt ~~lido-.,., K8......., nliil HPS "'I 
.. t15!.73l~,· liUftlbet'Cl- APBN TPTA - 2012; 

3t. 1 (1111111) tJIIniMI Slnl ~ unwl< ~n PMal Pw>QM-n Alii4 

Ka-tan, Kiiclolc""en dan K8 pooClii RSUD Or. l(umpulln l'*na Kola Tiiblna 
Tlngglaumbiir- APliN TP TA- 2012 -.a 17 _..,,. 2012 yang 

diiiAidiiAIIIQenlalab EOI SAHPIJTAA. IH •~Mu ~ ,._,_ Koml~ll 

clengan lr SYAWALUOOIN seiloku Owiilttuf PT Magnum ~I Mandril' 
' 

• 
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38. 1 (Iaiii) BIAw R8gliW $IRI t.leU ell RSUQ De. H. Kumpulan P.ne Kolll 

Tllbing 1lrW llllul2010 ...,._ 0.~ bulln Agultus 2012; 

37. 1 (utu) 8uku lteglsl!l( 8u'81 MNUk dl filM) Or. H. l<urnpulwl P- Kcna 

Ttbln!Jllnool tllllun 2012; 

38 1 lMIU) 8ulcu ~ S..-.t l<*uar dl RSUO Or H. Kwmpulen l'aM Kt~~~> 

l'ebing ~ ~n 2012; 

38. 1 (lalu)llmbar Sural Dni\I!Jt RSUO Or H. l<umpdian Pane IIQta TMIOng T1"111D' 

Nomor : 027 I 38111 RSUCI- TT I 2.012. langgll 14 ~ 2012 oenllal 

Pwmlnlun ~n Hltga k~ PT. INOAH JAVA I.UIOIOAL Jllc-

40. 1 (-.) .,._ s..nt OIMdur R&UO Dr. H. Kumpuloln Pane KoW faCone 
T'fW Nona : 02? I m I RI\UO - TT I 2012. I.._.. 14 PM>Nan 2012 

,_riNII p.,.JniMn - Harga kllpeda PT out- PU'I'AA PERl<MA 

.11Nf18: 
. ' 

41. 1 (aalu) '-"ber Sural Olreklul MUO Or H Kumpulan P- Kola r•b<o'!l 

TlftOili Holnor : 027 I 371 I RSUO - TT I 201). lanjlglll 14 PllbtUIIII %012 

poort,aJ P-I.Ml\ ...... ,..,., lloor .. ~~,- I"T ..:N'TAA MEDICAl. JA~A 

Jllkatta. 

42 1 (clua) lembet Nota Penj111lan yang d"erbltkfn ollf1 PT C081t.t. OF.H'I Al 

INOONESJA qpeda PT Ma;~num GIOCI!II MaMtn, yafllll*dtrt dirt 

a. NoCa ~ ......, N- • 1117S. -- 24 September 21'·101 

dMQM noll! fiP 8.268 000,· • 

b. NOta PenJUIIan cs.noan Noma< 1 &44'2 ...,.,_. 2A Nopembeor 201 Z 

dellgtn l1tlai Rp :l570.000.·. 

~ 1 t.n. )lembar piiOCQ CXJf1Y saiJIII Clqan aelmyt sutat dtll PT WN*'<Io 

Bl•tt..,.. Nom« 31/'Mll P.DIJK 17 12012.1f110gai13AguM 2012 parlhol 

Pe1mohonlln Ouk\lngan Tander l!apMa PT. PGIV J"Ja ~-. 
~. 1 (Ptu) lambllt pt1010 r:;opy _, ~ ~ ..at dati PT. -no.. 0~ 

Nomor ; ~ I TO I • OVK I 1111 I 2012 -~ 13 ~ualwl 21112 _...., 

pau~llll-~ p 111 111101" Mlllldt PT. Pol)' Java Maci'Jket: 

~ 1 (UN) lltilblt Ill'* oopy IIIUII ~ alnye lift! Mi PT. Magnum 

CJ!o()el ManlllrtNcl'nOf : 3a IS.POIMGM /VII /201~,.,.., 13 ~ 2012. 

.,..,., PelmehOnan dllkUf1'1111n ~ lc4ad• PT. Poly Jaya t.Wdlbl: 

48 , , ..... , -·- pnti10 CII!IV -·· '*'Gin lllllnya t.mplian IW'nll ll'lt'lllan 
clel1 apelllllcMi aural dati I'T Waglun Qobtl Mendlrf Nomor . 3a f S.PO I 

MGM 11111112012 ~ 13!\gullul2012. ~FIT. Poly Jaya Mlllllcal; 
.t7 1 (llftu) lambllf photo ""'>Y taoual de"'lan ulitlya autal dul<ungan dan PT 

PG!V Jaya Me!ltkiM Nomor 727 I SOIPJMNIII/12 tenggal 18 1\Qultus 2012 

kepto(ia PT ~num Glcllal Mandll'l.t 
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4 . (J;ibJ) lemt.r pholo ¢OVt _,.. tqm ~ ourat Cl•lltungan Clutl M , 

Poly Java Medbl Nomor ; 7'2e 180 I f'.IM I Vlll/2012 ~ 15 Aguatus 
2012 ~ ,.,., lllle Donya. 

U . 1 t"M lelllber photo ~ -uel ~ ..any. .- d\lloungtn d.1rt PT 

l"«f Jlya MadUI No1nar 7211/SOJPJMMII/12 111n0g11t 15 Agustus 2012 
kal*l• fiT Wklelltndo Btatesena: 

50 1 lsAI) II{Ttblr photo WPY , ... ,., Clengllll ullnya ...,., purd\aM order dati 

PT ~ Globel tandlrt No-not • OS I PO I MOM I VIII I 12 tang0a1 20 

........... 2012 ~ PT Pely Jlya Meobl: 
• 

I, 1 IMtu) lai.War pholl ccpy ••ue~ cllnQaft •llnye 1(- NolftO( • 

aD211(WfiPJMIXI/t2 11119Q'II li NoPember 2012. 

52 1 (tatu)lalt!be< jlllolo copy_. dengor .... .,.F ..... NOtrOOI ' 102 I KWT I 

PJt.A • Xll12 W1l1911118 Nopember 2012; 

53 t l .. .u) ..,.._, phalo copy ••lllli cltngaft ..mva Sum _,... NomOI 001 1 
SPJ I PJM I X1112 ~ 01 ~ 2012 

!<I t IW!ut 11r rJC>ar S.IH s- clio" "' Cn Mc<:lrka Lfltar• Nomor • 61 1~ 

055f.l 1ans9al 11 lltllremblt 2012 ke:Jeda I'T M~ GIDI*-...: 

es 1 '""" ...,_ Surat Ja'"" dari.PT em Mecla.a Le~~18n 'Nomor "~" ILO ' 

CM~ I 8 1 2012 ta"'QQI 1' ~·· 2012 ltlpildl PT Morgnum Glabill 

Mandin~. 

56 1 (W';U) l!ll'nbllr prao CDOY - ~ M1onta wr.t dan PT W'rll&UIMO 
9..._._ NOIIIOI 33 I WB 1 P.DU~ I 7 I 2012, ~ 13 Agu1\US 2012 

!*hll l)emiQilCnWo duloungan - ~ •• PT Sutatka All<- Ul) 

8apak AI!IORI· 

5i t (IMW) lelnl* piiQIO t;ll1f1f Ms~Jjlj dengan allnVII Str1!1 da~ PT T•ro lloftyn 

Nantl • W ft).OUIWII/20'2 taiQIAI13 Agustut 2012 pefNI pennohonan 

dul.oro-t~ ~ toepae~• Pl a..~a-~. S.l*l ANORI. 

56 1 l&aru) la'l'lbat ~ IIOP)o _...,, denlllln niWIYa '""'' dan P1 M111n..on 

Globltl Mandin NOfllO( , ;)31S.POIMGMIVIIIZ011. \81111011 13 AIJYtllu• :W t:t 

'""""' ptci\'IOhOIIIn ~n peleiulgar kepaO& !'T Sulg*t AIMMido IJr 
Blrpllk AN.ORI; 

$$ 1 (..W) Wnbat phalo OQ4Iy ...... i Clanpn '*'YI MAl Cllll ,.,. Ill,.... 
-'*"'OCIO C.beAQ Med.., -- , 2111 ,...MCf'WII/2012 -"''' .1 ... 1012 

pao~....a f*1011- .,_. 1111tt -nltlllan _..... l'ljlta\ Paio®allCDnlitnwl 

('PPftt R8UO Dr.H. KumQUIIn P-~ Tetrrng Tlnggl U,.. Elepek EDI 

SAJ<if'\ITP.k.t 
J 
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10 1 (1111\1) limber pholo copy _, ~ llllnya Purr~~Wa Older clan PT 

Mlgrn.m Glcbe!Nanlflll Nonu : 041 PO I MGM I Vllll12tanggal ~· AQuaiUII 
2012 kllf"'((e PT. Sut$111 Aluuldlt MoiSM: 

11 1 llalu) .... PilOte COfl'( -ual • .,....,. Fekl\lr dlllt PT S..rgllai AAIIlndo 

.Ieana Homot • JLL015731Rl<MUII12 '-Wtl21 Doollllbet2012 ktlplode PT 

~ Globlll Mandit, 

112 1 (UIU) lembar Fatnur Pli-" c1tt1 PT. SIJIIIIU Allcnindo Jakana Nom« 

010.000.12 Oooucll6 ....... 21 ~ 2012 I*Tibelilln balang ~ ..... 
Pl'iiiiC d.lt PT. Mllenum Olcll.ll'"ndl/1: 

' 83 1 (.-1~) lenober pholo copy -..ai dtngan aollnya T,_,.. lnquity PT 

8ur;iQ Alcalndo ..,._ 01 &ep••- 1012 (n"""'' \UMJ) "P"'' Rp 
1 71.11111.1141.·: 

14. 1 (or.u) .. .,.,., pholi;l copy 1-f cs.npn aalnya T~ I"''UlfY P"f 
$utQb AI<Mindo ..,_.. ot .--n 2013 ( .. 101111 tuna() ubesar Rp. 

881.263. 7SI2. ·; 

&5 1 (utu) ~ ph01o copy ..-1 dengan .-llnya auta1 cletii"T. o.1ta lolandlrt 

Abadi Non10t · ~11-2012. lt"'lll•• 111 ~"" 2012 penhlil 
Slltel Oulwngan l!el>ade PT Tin llany8. 

ee. 1 (Jalr.l) lembar pliolo oopy -ual <*!gin ... ~>yaaurat dart PT. Deb ~ 
At.~; Homot; ~1·2012 *'!Pi 15 AQultus 2012 peltial 8UISI 

~k'l*laPT ~-~ 

ff1. 1 (aaM *'- pholo ccpy ~M~M~i cil.noen ... 11'1.,. """' cletl PT Deb Mlndltt 
~ Non,.. • 070180M>MANIIf.2012. laflllgal 1~ AQU~U 2012 pet!hal 

lur.t 0\aunglon p•llllfiOIIIIiellllda PT Magnum Olobel Mandl I. 

118. 1 (MIU) lanUir phOIIl COPY wuat dengan .... tuft~~ dari PT. Ollila Mlndltl 
Abadl NaniOf : 148/SPWMKT/DMM'II-2012 llrGQll1 111 Jull 2012 peritlal 
p..,,..., 1'11119e llellm DAidur AsuO tlr.H. KunlpUIM Pane!Wia Taing 

Tlnggl. 

eo. 1 <-l ..... .,.. ~ _,. ....... -••" -,. ........,_ Ordllr .-n PT. 
M8gnlrll OkbM Mendlll Homot • 06 I PO I MQioot llllll112 .,..... ft ......... 

2012 kepadl PT, Deb Mllndiri Abldt 

T'O 1 ~ llilll* sent IIIII ~Suitt "-onon cletl PT. Dalla Mtltcll!t 
Al*ll Nom« , 0\6 I KP0 I DMA I X - 20~ ........ 1• '"""" 4er 2011 

lc4pldll PT. 1\Mgnum Global Mandlrt 
71 1 (IIIII) 11ni1M1t ~ copy _..,. ,.,..., llin~ s..r.l Plftlllil\'-! dtrl PT 

Dalla t.&lnd1lt AbaCh Ncmor : 211573 $J I OMA I)( -1012 tllngo.l ;a Oi"abel 

2012 keptda PT. Magnum Global Mendln:f!. 
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7+ 1 (111111) lembat ... Surlt Fllclur Taglhan dal1 P'f. Della M4lndlrt ~ Nomor : 

311/INVJPJI<tl1~12 IIIQIIII25 Seplember 2012 ..,_. ~ II'Likll Ellc:Uo 

Kedlo Grlph keDe!l• PT. Magnum Globlll ~ 
1'3 1 (aatu) llmbtr ld kwbMI dalf PT Oeb Mlnclltt Al!edi NclroiOt 

35/0MAIKWTIIJD.2012 lantilllel 2& ~ 2012 ala pjlltltNotemn•ueng 

mukl aiel lcaalwlen IWUif d~ PO Nomor • 051PCl/MGMMIII12 dill P'T 
ltUogrun Q!ct>e! M8niM: 

?'4. 1 (Hiu) • ....,_ Ul &IIlii Falllur F'~n darl PT. o.ILI M.ndll1 Aadl 
No- 17'iiNVIPJI(JCla2012 ....,_.a 111 P*-1 2013 """""• PT .. ....,. 

Global M...clirl: 'I 
7) 1 (atu) ..,._ .U K ..... ""' dell PT Oelta - - NootiCK : 

OS71DMMc:WT11112013 1.1"11!1111 18 Ptibrultl1 2013 ala ~" ellal 

~!an -.1 dengllll PO Nomor : 05/POJMGMNII1112 dal1 PT MaQmrn 

Olabil Nadll Medin; 

10. 1 (Alii) 1ernbw ..artye 6111111 P ... nan darl (Bp, Rldloten) 1'1'. hlagnum G.W.I 

Mancllri ....,.,,. PT. O..IU &IIIII Nrmat 11-tr - 0211f11/12 11Wigg81 27 

~2012,1Mrupe ~vdanA~ 

77 1 (-.a~U) *!lOw I'IICiur ...._., PT Oarnloa Sa1<11 Neil- · 112311NV12JSV 

*'GPI OS Daa•tlbw 2012 ....,_.PT. Mlgl'lum G1ob11 Mllndlri Mnlal Rp. 

21,1N.S60.- (dua puluh IIJjUt !uta llr8CIIa d.,_n ~ l1rrAI'Illllma raW~ 

1iM pwU1 n...-11); 

'r8. 1 (aatu) lembet Sunot Pengirlrnan aar.ng darl P'T. Oeml<.l 1!.11111 Nt.mcN 
1~14 WQI'III 05 DW&JtW 2012 ..,..., PT Megnum Glabal Mloldln 

II4II\Mil cklnpn MJ111t Peilltnan Nomor : INT - 021111 1112, 1tnQ1110127 NCII*Tib<tr 

20t2; 

7t 1 (-) - K ........ PT. DllniM hl<ll Nomor : 21013157 linggal 05 
o-n~~w tora un1111< ~ 'OP l*'l1bellan 1 11411 ~lemloliGIItt 11411 dan 1 

At~ M1 "'"'..,_ Faklur Nomar 112S1811211JISV Seni1at 
Rp, 8.154.185,• (dtk~Q4!n jula HII!M 1im<J puiuh ltfniNII nbu ~ flliue...., 

puluh Iiiia 1\1111111): • 
80. 1 (JNI!u) limber ~ PT. Damka Seidl Nomor : 210131187 tanggal 05 

DaRrnliJII' 2012 UlitUk ptmbittM"' 1)1> ~ ~- liMo I I ...., -- I 
Mit apjN!IIIIotomy M1 ~ F-..r Nomor • 112311/f2/fiii&V atnllal 

Rj>. 11l.027.788,• (18mbAen bolaa jl8a due pulutt lujuh l'llll ~Uh..,. de'IIC*I 

puluh ..... n.oplllh)o 

81. 1 (ealu) temblor Faklur P•k kode • 010.001·12.00003588 Natnor ••11 Peflk 

11231& PT DamD s.lob etaa ~ ber.ng cleh PT Megrun Global 

MandlrlteoUngg~l 05 Oeaember 2012: 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....
• . . .•. . . . 

I' . .. . .. 
•• • • • • Ill 

~· 'l'holo copy wg•hlrSUtlt Namcr : 38/WBI P.DUI< 17 /1211nggat13 Aguatus 

2012, perlhal .Pennohonan Oukungan Ptleleng.n ~ dlleltaiiQn ··PT 
_...., Glat* MIIIICWJ. 

13 Pt!o1o CibPV legelllflr 1um ~ : !Ill/ &.PO I MOM I VII I 2012, tallgglll 13 

AsJuiU 2012, 1*1\111 ~ft ~ TMICMf yang dkllfbllkatl P1 

~8tat-..; 

14. Pholo OQPY •gllli 8UIIt Nomor ; 37 I TD.DUK I VII I 2012 tanQIIIII 13 

~ 2012 per!NI P411m01\onM Oukungln "*-:.na-n )lllnjl d~ PT 
lWraDonyr. 

15. l>1lolo """" "'a•'h'l SurM 1'T e.. Ml tn .,_,.,wt Ncrnor : 1861 OKPA I SO r 
'VIII I 12 11nS11111 18 AQu1M 2012, perit1iil Curat Oullungen IMpllde Pl 

MI!Gnum GJobel ~ unll* ~ pll ....... 1*18811.... IIIII 

Ulehatan pacta RW!IIh Sdlt UmL.m Oeereh Or. H. Kumpulan PeM Kota 

T-.g Thggi tAJ"BH). 

86. Pholo :opy ~ r liUtel PT Ew Medb Mandi<l ,_,., • 183 I Oi(PA /$0 1 

VIU I 12 ~ 1& ~ 2013. penha1 ~ Ouflt~ngen kepllcl• Pl 

WioWlando e-... untuk ~- .,..."""""', ~•n •lin k...,.,.., 
1*1t P.utnlh Seidl Umunl o.tlall Or. H Kumpul11n Pel!& Koel TIM>lng Tinggo 

~PeN I: 

87 PhOm copy '-Pblr lurel PT. Esa Medilla Mi~NIIn N,_ 1114 t DKPA I SD • 
V1H I 12 *'11;11 15 AQIIII•• 2012 ~~SIAl~ 1l8pade PT T~arp 

Oonv• """"' rn.l(IJiw~ f,)ellollnogan peno.W.n alat 1leMhalall ~ RuiNh 
&lkll \JMuln Or Ill• Or H ~ Pw. ~ 'T-.g Tvw !APliN)· 

88 Pllolo OQPYIIQII!IIr PulllhaM Order Nomot 01 I PO I '1118 I VIII I 12 llll'tgelll 

oe ~ 2012 yang ~ PT MIOf1IJI!I ~ t.fltldlri untuk 
pemet~~nart llltllnr; Vllal Slgll MoilltJr mille Welch ~ type CVSm &400 NIB I' 

& Sp 01 fWIIIIta aMI Sweda. ~ I (lirNo) \IIlii d.,_., tcUI help Rp. 
1164.1211.000,· ._ PT. Eu ...., ... -.dill (IIQII. ~UOI); 

tl ,.._ "'1\111 Jetllblr ln..,... PT. S1Mr Blyu I.Qiarl Hornor : INVOICE SBl. I XII 

I 0241 MOM QlngQil 00 0..111111*'2012l!epedl PT ........... GIDbll­
lfln pe11.,.., 5 (lme) unft VItal Sign Monb merle Welch AJyn type CI(SM 
11400 NIBP & Sp Q2 ncart aNI Swlldil •ug·~- hail~'~ ltp. 2114 ~.000.· 

• 
110. PIIOID C11PV leQehi· Sunl Per ..... lllllq PT. Slnet 8eyu ,_...., lolonlof 

m I SPB I Xn I 1l, tang~l 20 OeAmbiW 2012 hlpldll PT. MlQnWn Globe! 

Mendlllt{> 
1--



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....
• . . . . 

••• 
• • 

•• 

r 

. 
• • • 

• II 

8'. 'PhoCo copy ..... lr SUllll PT. iiM HI dlta IAanclllt ......... Be1b N:ata Ujl 

l'tqll._ 5 (ime) unit Vbl Sign Monllot IIMII1t WtiiQI A1Y!1 type CVSM &400 

NIBP 6 Sci 02 MgM Mel s-1• ...._..I» JIW.tlll\201:1. 

82. 1 (lllllu) binllll photo oopy png Ieiah dllolgalllr t~e~me~erei Rp, e.ooo .. s"'" 
Kepululllft tea lllltf K-haliot Aepo!bAindc:trwa Honor : 086/ Me,._./ Sl( 

/11/2012 ~ perubahlln -· Kepulunll Menteri I(...,.., - . 008/ 
Mer' I I ~~ J I I 2C12 1111i1a1V IIOlaMI .,..,... .,_ ~- nn 

' T,._ PIITIINinwen .,.-.,. .. " · Progtam P<irnbllfGU"'" Kftellelali ell 

Pr~ cMn l<ebu....,./ Mola lahun ar.voa•• 2012. 

ill 1 IHNJ bunclll p!\010 copy yang wtel't diiiQalttlt ~ Rp, 8.000.· Sural . 
~ ..._,ten l<•ot••• Repul)ltlt lr.dOo- Nomct 

24~1</XII/201 1 lef'lllng pelmplttart' -Mng ..,.,....,." ~bill 
yang dbltt _,.,. .... llltteQUI'G~WQ Will* lllal ,_.. Menl.,. 

K•ehal8" SelaiW Pengguna AnglJarenll>qgu"" S..•no dalanl penoelolaAA 

IIQilltlrl KlnWnllriel! Kal£1111111\ Y11110 d~ di 1inQI;\ Klbl11111enl 

Kolllt.-hiKI...,.,.n 2012: 

114. 1 (111111) boodel phoCo Oll¥'f v->0 lllalh dtltlyaoblt berm &0 i: Ill Ap. a.ooo.- $U(81 

Kcj)U'*-" Moln .. n ~hlllln Rfl"'blllc lndOI\tlia ~~ Jooldllnll 81not 
Upeya Kua'*-' No not : OM 04.0211117211/2012 lltlgOII 1) f'IJib<\jlli 2012 

perllwl Undlngan Penelaahan Tugaa PetnbMIUIIn T,._ 2tll3, 

es 1 (11\UI bunclel phoCo oopy yang lillllh cli'ogalill• bermllllll Rp. o ooo •• ~>ur111 
Kamenlelllll\ Keuangan R~•k lndon4lsill OK.._ .Mndeal Antlflten 
Not'I10I llN0-86 I AG I 21112 IMtgpl 10 Pebl.- 2012 potl'1hal ll~an 

~liNn aau: PII'CIIIkuno R~r Pai!Cilll8n Bloklf' 1 w.oa IMnlang lletklr 

..._,U1'TdWl8KPOTP--·~TA-2012: 

M . I ( .. IU) bundel phoU> CIIJP'i yana dllegalillr y ..... lelah dliegablt '*"*-•• Rp, 

8.000. lufll Kernlnl8rian Keuangan ~ lndor uia Oireklorll ~.a 

Aflllllatln Homor : S- 1(121/ AG /2012 .. ~ 20 AIKJI20U ~~ ReV*-
2 8P-R!W<L TA 2012 Olt,en 0...\Jpjlya 1\'eOI..._t, 

er 1 (18111) DUnclel pi'!OIO ~yang d-.pllslr yang llllah dllaagllitlr benTMI- Rp. 

8.000.· ~ .... ~ 011~ .....,., Angglll8tl ~.,.., 

K-..a•n Rl yang lll'dllf darl : au,. ~n TMQCI~- Mudak 
(11PTJM) Notnor : 100 I aU I RSllO - TT / lOU 181111!111 14 PttiRati 2012, 

.aunat Polmyatun la~ 14 ~r 2012. KenaJ Kerjl RJ<A..Kl Rlndan 
• 

"""- e.tuan ~ TA-2012. I<M/TOR PIK'III,._ hOihn paoiQIICIIIIn 

IIIII k~"· - dan 1<8 RBUO Or. Kumt}Uiiln Pane ~ 'teblng 

flnw• TA- 2012, ~ l(el>UIUMn Aiel l<eMhaWIIanggll 14 P.Wruart 

2012. Rlnclan Anggaran BelanJa (AAB) l<e;lalln dulwngen menejernen dan( 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....
-=-~----· : .... ' 
•• • • • • • • ·. :1 • . ' ,. . 

• 
• pelalcunaan t..rQaS teknls lain~ S.kre!Wt Dirjen Blna UPtY11 Keseha:an 

tallun lOti, Oaftar Referaoll harga Alal KIH8NIAin. lledol!leran dan KB. &,.,81 

PT. Ova PJlla Pencarta~ma ~~MuD Ot H. t<umpulafl Pa11e No-;_ 
001 I PH /II/ 20t2 ueri11e1 ~ ha!;l tanggjll18 l'llbrloari 2012, &.I'll 

PT Senl,. --.1 .Jaya ...,.da pllnpOnal1 ~0 Or. H l<unlpulen Panot 

1!1omor : 002 I PH ill/ 2012 pt~lhal PINWI'm1 hatga tanooal 15 ~an • 
2012, <far Sunil PT. !Mall Jaya Medica. k.epada Dlreklur RSUO Or. H. 

Kur~~P~ofliln P.,. Nomoi : 008 I PH /II/ 2012 peo'hal PICV)Warllll ha~ I8Riflal 

14 Pebtuad 2.012: 
Q8 1 ( .. IU) lembar Sural Pe11nt111 TIAQD N- : 800 I 1070 I ~0 - TT. 

*'110111 •7 Juk 20~1. perilla! me~lelolum •UM'i n.tga · ahll ~ 
kedokletan dan Ktl ke disll\1l\llor aiel ke!lehatan lllau kedoktenn, yeng ~ 

tanganl o1e11 cfr. H NArWIG fi'TRAAUUA, ~ 

Tatap. larlaiiiPir~ S.r~ Park_,.: 

1 ~bal<an kapac:e Tanbkwa marnbayar b,.ye perlurta oajumlah AI> 5 OO:l,OO 

(\1ma ltbU rupiah); • 

Ollmll!la.>1att Cllputuet~en delllllltJJlii\·PIIInUSyaiNIII'IItan Mejetia Hakim ~ian 

Tln!W< ~ Kor .lfMI l*la Peagad.o'tan Nagari Mad81\ J)ada hari: .~.ana~. ~angga~ Oll 
OU8mb&f 2016. oleh kamt: NAZAR EFFRIANDI. SH .. -gal Hlll<lm Ketua Majah, 

SQNTAN MI':!RAUKI; StNAGA. SH. Ml1.. Haldtn ttadef Tlf*OI, dan MEARY PURBI( SH 

MH.. HJI(In ,44-Hoo;; TJPikor, -~e&lng se.bll$lll HekWI AnoQata. dar put a.n 
lel'lll!but diucoapkw dalam peiSidengan JIIR!I' lllctiW Ql1lu1l l#nWn pada har\ Sol' &all. 

I*QIIII&l 13 0.- 2011, 041111 11a1Clm KeWI Mll)eQs tersei:'JI, clenllllll dldempingo CIIMt 

~ Anggo18. dan ~IM!ll.l oleh: VERANITA PURBA. SH., ~ Pena.& 

P~, clen(lan dlhacllri ollih EDWIN A~A OLOAN.L TOBING SH 4811 GII.BeRr 

ABJET NEGO PAifTOOI'TUA S.SH alaltu Pelllmtlll Uti'Wnl. Mite cllhadapa11 T~ 

dldllmplngi olato P.nullltlt Huii.IAmt'IY*; 

Panoteta Pengoanlo. 

~ 
VERANITA PURBA. SH . 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....

. 
WAUXM'A'I't:liiiiQ 'l'XJRMn 
i'itCNiiiit~ ft6M 

~ WA•,nior,A, UIIOIO 'l'lllDQl 
ao,.. , *00/678 'I'ABDJI' 11010 

'l'JUI'Wf& 

.... ,~-·:·~ 1; , 'V .... l ~ 'l'UIDUf PiDu.t. DU'DtiJf .JINTAJf 
lti4>P.,....l"JIWti Jf1MUU.TAJJTAIIOAO.I. ~AUiitWf .w!ATAJI 

u.oa• Jtuor.t.'l'~t:u~,.,...-... 
V.IL1SO'J'A 'l"'lllbN 'lDGQ1 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....

• 

•.. .,. 

' t • 1o I 

I 

: • ' I ?D r tMollt •••z a r q' r ' . . ......... II l ..,. 
c.,a•-cllta ulal: : n... 8)>211911-..101 

: 195903lO 198302 1 001 
: ....... lkll ,._ 10 M.z:nt 19511 
1 ,....._. u-"'Miz V.VIt4 
I AuiiiiDr JUoba 
: ,.,.. r.lo!Q ._ ....... ,.,.., 

' Jn ..... t 
~ 'llltllrlC n.., 

'l'Jiddtu"'t Mulal 'non•! : 1 <\lldl2019 

Apabllt. dfMtmldlen IJad .... ..,.... ~ irlrAw dalul ~ 
tal U.d..,._n pert•lh,...,..,.,_ ••n"OL 

N!U ~- lal Mwnpalltzll I II # ,... ...... 'ID!Rir 
d.,...tml da:o ctiJMa"•• rirt tar•• a nt•v .. 

T h ' l •K•• ' WS 
1. Millwt • ' : a a, 
2. 1M I rtDA 'R & t\ 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....

• --.... . . 
;. .. 

• '-

• • • • • 
·, 
•• 

PEHGADJLAN nNOAK PIDANA KORUPSI 
PADA PENGADILAN HEGERIIIEbAN 

.0.. PENGA1:J1LAN NO. 811fDAN. . . - . 
Kldillln Puii'Uii Diillll' PldMI: 

(P1188119S 4IYC 110JHAP) -
Homclr: 181PJD.8U8.K/20121PNa'JH. 

~ J(I!ADJ.AN~tan'UIWINfYMGIWIADA 

-·J:::!'~~~·=~-= '*'*"' diqpill 8C6 pelllltl&llll Mr-. teWI ~ P''lllilllft tltliOIII 
IMiriUdlll•n pedcu, lilld .. : 

. 
liQikall : .,.,..,~ IWN. 
tllfifr ' : Pltdq ~ 

lali' : Obrllun/10 MIM t85t 
•: I lid ldl 
: llldor- In 
: ...., ........... Ge,~.....,_.RIUIIIIn 
~niUI ........ Hlt.KClli1--'lliQII 

: ...... 
• : ~ Jrall sk 011.-~ KI*Teblilg 

• Ford8cln • : ;;.:',. 
Taldlilllii blnldll dinlt ur llhlrMiclll ~ Tlllll*! Nl!i*• ~ 

sur. "'-"dill• I~ Ptnlllhanm: • 
1 

t. ~ ""ftlltr"' "''"' Telq 1'trW llllfl*....,.. 14 ~ 2Clt2 
I Ji'iiJI( ~.,.... 04 tl-21)12; 

1 ~ .,....,...., ohll\-· ~'IU¥ Neoeli Teblng 'BWI IIIJI* 
fiiiiWill 05 Maillt201iZ Miipll dlligll"i lillp 08 ~ 2012 ; 

s. PerQIII.t Umum ..... .,... 10 Allll ~diiiCIM ....... 20 Apd 

201ti.. --

PfN<3ADILAN 04 •••••••• 

• • • • 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....

• I ' • 
... ' • t 

•• 

'. 

8), 1 (eatu) ...... .. 
• 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....

' . ·l • .. ... ,• I 

-

·. 

. . 

·, 

Dalalnen Pen.t11•1 UwiO IIIli lit 
Clllll Ebl ~··• iC11111 Telifng ntQgl 

1Jplltl 

• 

• 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....

. 
I • 1 .. 

• ... ' . . 

• 

• 

• • -

• •• 

·~ 

• 

"ll*k ......... . 
• 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil..../~ .. :' 

r· 

·, 
' 

-· • 

-

. - . 

- . 

-.. .. . 

• 

. ~ . 

• 
• • • • • 

• • • 

• • . , 

• 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....
• • • 

• 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....
• 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....

. . ... 

5. SUtat ~· Ba<kn Jrapep:w•lan lfepnt. ffomat 
ltll6-30/V.l'OS-8/119 -- 15 September 2017 
tl!nlaJII Wew<IUMC ~a PHS. 

6. 8\ll'llil: IQip4!.o Bad•a Kepep.'WIIIu ~ Prc!vlnlli 
$U1111t.eta Ufal'a .N4liMt 800/1fll43/Bf{D/U/!I.!YJIJ 
ta••IMI 12 Met 2Q'.lO perlba1 ~lan 8urat 
~ Otdll JCemendll&ri. 

W&MOTU~: 

: ~Mlf BUPA'n 1MtAIIO ~ JtAUNA 
taLAXtiJCAN'lni.DAI.:.PIDAHAXI!:.IAHATAN JAEIATAN ATAlJ 
'lllmAIC PIDANA KltJAHA'tAif 'tANG ADA HUBUNGANMYA 
DOGAN JABATAif PEQAWAI ncBRl 8lPIL II.TAS NAMA 
GUGUKG BAJIUlUlA.. 

Memhclhenllbn 'Udak Denpn &mlllt Solw&IU Pl!pwai 
Nl!flld Sipll Jm1C ..._...,.. UII'Webut dlbawalllal: 

: Quaung Blln-
1ll70071~1001 

: Baln~Be,-uh/17 .Mil!l10 

~'"'"" 8aWt {Mid-...,. ~ lit/ tiJd 
·~. Bl.IPA'n f'A.Jr.lWC BHARAT, . '(\-J ' . . .. ' ' . 

\ • • t • • 

' •. t • • • • • 

'. ·.: :. · .. ~·NASD'l'lOlf .. 
, f • ~· • 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....·-
• 

• .. • 
• 

• Pl!.'l1lfAN PllfUIWf 
NIIMI JW~s.-..ll'M:OIIII'PN IIIII 

llENI ~III!ROfl8f.AIWtKENIWWIYNI&~EM 
'W¥dL1 11• t ....... Klll\fl1 - ..... &I ttrt Ill IIIII ,... 

a:slll•• .... .,..., -....JiM :• •••• dtl r:1,.,.. n ..._.'II­
••-.,. ..... •• 1111111. t:IIZII......,. rueu• llfllllllll ..... dlltun '*' ~~--wttw : 

t. l' ..... ..... 

TW ... ..... 

UmariT-UI* 
.... IGII r6t 

l'lzlllfOifl1 

'\£& 

,. .... 
.. .... ...._.. 

,., ... 1.111* 

Umar fTgt Ltl* 

.... KIIIIdlln 
~ .• , T.._n_ 

: 

• • . 
• 

• • . 
• 

. 
• 
• • 

. 
• 

. 
• 

• • 
• . 
• • 

. 
• 
• • 

• . 

IStiNI/ t2 ......_11111 

......... ...... 

GUQUN(la.o.NUREA 

a · CJIIInlll 

.. lllrlri f1M1r7D 

IMIUJ 

lilclb u•ll 
Jt. ...... ,.,., .... 0.. ..... " KIO. 
llllllt IWJillfC 1 ,.... &It BIIMil •mutl!'a 
CMII. cll:l Jt. Is.-,_ ~7 A llllr:k 
!CiJ6•; r1aA...,..._....,.,,, au.. 
Kdliloin 
HIC.IIItMI........_Dirla~ 

-- dlrl .... ~ ~ ..... " ,.,,. •• !110 ..., 

t. .................. 20 .......... 2010 ....... & ... ·-.--., 
lOtti 

a. ...._. PWqM .... , <lllll Pe:\IIJ!IIIt Umlp .... ·- 10 a.. *"' 
........... ,8~2010; 

s. ~ Umum ....... ,.., 14 ....... - lii011J _,..., C~Me*• ......... 28 
Nopio!Jlller 2019; 

i 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....
. -- ... 

• • 
• 

C. lllltllltill•• '2711Jp utw»$ ; el' II r •01 Ss ... 
t. ~II W JIR-..Pl. SatMCIIIP f ...... ITO'IIt& .. ~ 

I Jll J1 $ ?36,...,_.20:111; 

fiWg'-.::TlrllllkPt ... aK; qiill,.....,. ... I tii .. :IU, 7 
Uti,._ dill Ill 0 I V ; 

II1111Qt0Jt1PIIftelll1UIP ..... I-('I)....,IUnft~$RINner 
Sf lliiUt,.. ...... ,..... t nn "'*" Plillia KIIIIAPif .......,., •• ._. .. •c .., • ....,.. ....... .,Tilllll_. ...... ,_.....,,_.....,., IJII• RllfMar J'l,.... •• kilt• "*""'*II P 'l\4lll I'Uu ...,..,1' 
,...,_ ..... (t)IIHICUP'I a.'-l•••al(t)ICUP'I 14-U: flit 
ft C N ND1M1 I 'hllurt ltiUa:l • JQIJIIb UP I C1 'aW MIA• ,t a Pll a 
-l&b?l iiF t , ... ,...,.,, 7 : 

MIMGAOILI; 

1. 1'1 1¢ lPIM Tw? 2 II DIU* WJICII ...... •l<aUCIUIIIG llliHIMM. 
_.. w n ••••--•...,lfl:lua.• 'shml'l'ttd•n.,..,. • ...,... 
111-Dii-IINdiiiiEII Jfl', ....... ~1111 f'llt4tltl! IIPI ••• 

a. ••••'llfAI...,• 1E11111lP r.-,. J lliLON IWICIN • r.-w• 1 
G00ellil3~1lii1J·II-ID ... JSJ11111a1...... 2(1M) 
..._ diM .... ..e1 ~'IOOOOD.GOO,- OIE•n J;&t ~ fl II I 
llltllta• .... ~I II ... • Sl' ... 'IIUIA *I Jlka .... I 

• ..., .... ,., 0 ~ 

3.. II 1¢2 - ;II til Ill - -;$ tUF I ,.., ... :5I 2 I .... 
T•\f; 8,; tl I t~t SllliiiiiM FJidC'IIt' ; 

c. "' r ;' ... T•2 2 • -.c 2 , 
&. umNII' .. I II._. ti7llfl ; 



----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eni Nuraini - Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil....
• 

• 

• . 
• 

• • 

D111118 · rln.,..,_..Ue::ua,...._...,,..,.,,_.,tmpeolu:a 
___ T ...... AIMWti'UellNGfWWIQ 

I. Ill :1811 'PI Tlt$1'; a I OION IWal e::n Titfnk• I GUGUIG 
llAIUIM _. -• s• _,. puhna 1 1 'iS 111 IU Nlinr l'p.7JIOO,­._. .... .__~. 

Oat fA 'P • qtp f'nw " J Plliil&L:WS I 14 UJ' '"'** 
P rs : 'Tl: so Pfa e IGse p',... P a r :II a :t ICinllll A ICJtu • ttn • , 
,...,..K-r•.n • ·e,tBIUWJ11210.d*.W.o111 •~ era a· 
1 ·neb K1., HMitMIIt .. ,..,ltU!Jt, Or. 1'1ltl 'I'Jt: ' • &.H.. I:Ut n I'Ll a q 
ant 1$ tll'dh AI.! .. , ..... dillll In II ij 8; 11-18 ........ llllUt ..... - "-f 
a: •~••<10.....,.2111D.•nr•.-.· ; •11...., ... , raw 
...... 1 llii;AIII•IIIIII,_,_,IK.PIQ &P ?. •J**I"'LC. 
tt 1 I II I tt::IL ..ate M llrttiCHI.Wt I MWU Z. UOIJI':IW) NURAZie,­
Pt ,.,..,._ dtft,..T.,.. ... ..,,.,,,..,Itfllln¥L 

. .. ~:"' " '] ..... . . •.,. \.. 
( ... . . 
~~f'L 

, . 
~ ,.; ----. . . 
• 

:: 
Or.,. wt: 1 iiUit. ' 

' 




